LAPORAN KINERJA

WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
(KONSEP MUSPIM DPR RI)

MASA PERSIDANGAN | DAN Il TAHUN SIDANG 2016-2017

Selama Masa Persidangan | dan Il Tahun Sidang 2016-2017, Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam telah  melaksanakan tugas memimpin/menghadiri  rapat-
rapat/pertemuan sebagai berikut:

Menerima Tamu Asing

1.

Tanggal 13 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan

Duta Besar Brazil (H.E. Mr. Rubem Antonio Correa Barbosa).

Pertemuan tersebut mendiskusikan beberapa hal, antara lain:

a. Mendorong peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia-Brazil,
khususnya penguatan kerja sama antar parlemen kedua belah negara.

b. Adanya rencana dari Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk melakukan
Kunjungan Muhibah dalam rangka Diplomasi Parlemen ke Brazil pada akhir
November 2016.

Kamis 13 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan

Duta Besar Kuba (H.E. Mrs. Nursia Castro Guevara).

Pertemuan tersebut mendiskusikan beberapa hal, antara lain:

a. Mengharapkan hubungan persahabatan antara Indonesia Kuba ke depan
semakin erat dan dapat ditingkatkan. Kuba dan Indonesia akan mempererat
hubungan melalui koneksi “people to people” atau hubungan antar
masyarakat.

b. Adanya rencana dari Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk melakukan
Kunjungan Muhibah dalam rangka Diplomasi Parlemen ke Kuba pada awal
Desember 2016.

Rabu 19 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan

Duta Besar Ukraina (H.E. Volodymyr Pakhil).

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan harapan dari Ukraina agar pertemuan

IPU (Inter Parliamentary Union) tidak digelar di Rusia. Terhadap hal ini, Wakil

Ketua DPR RI/Korpolkam akan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri

RI karena posisi Indonesia dalam hubungan dengan Rusia dan Ukraina sangat

baik.

Selasa 20 Desember 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima

Kunjungan Memur-Sen Confederation (Konfederasi sektor PNS dari Turki)

didampingi Dewan Eksekutif Nasional KSPI.



Selasa 20 Desember 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima
wawancara dengan Mr. Richard Pardoock, wartawan New York Times. Dalam
wawancara tersebut dibahas terkait pandangan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
terhadap Trump Effect terhadap situasi politik global.

Pertemuan dengan delegasi masyarakat/konstituen atau kegiatan lainnya

1.

Rabu 31 Agustus 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Delegasi
Bapak Willgo Zainar dan Panitia Festival Tani Nusantara 2016. Pertemuan
tersebut membahas rencana penyelenggaraan Festival Tani Nusantara 2016
yang sekaligus mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang juga selaku
Ketua Umum HKTI untuk hadir diacara tersebut, yang akan diselenggarakan
pada tanggal 24 September 2016.




Kamis 15 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi
Ibu Ratna Sarumpaet dengan Warga Rusunawa Korban Penggusuran Kampung
Pulo Rawajati dari Pemda DKI.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa hal yaitu:

a. Ibu Ratna Sarumpaet menyampaikan situasi terkini masyarakat korban
penggusuran oleh Pemerintah DKI Jakarta, di daerah Rawajati, Kampung
Akuarium dan dari Jatinegara/Kampung Pulo.

b. Terhadap hal ini Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta kronologi tertulis
supaya bisa diproses.

c. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan keprihatinannya dengan
apa yang terjadi kepada warga yang telah tergusur. Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam yakin bahwa warga tergusur mempunyai argumentasi dan
juga posisi yang valid dan sah.

d. Pada Jumat, 16 September 2016 (setelah shalat Jumat) pukul 13.00, Wakil
Ketua DPR RI/Korpolkam akan mengunjungi Rumah Susun Rawa Bebek,
JI. Banjir Kanal Timur Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

e. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa semangat penataan
sangat setuju, namun tidak menggunakan pendekatan penggusuran.

f.  Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sangat mendukung upaya warga yang
tergusur untuk mencari keadilan.

Rabu 21 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi

Keluarga Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas llmu Sosial dan

Politik Universitas Gajah Mada (GAMAPI FISIPOL UGM) Yogyakarta.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi UGM meminta paparan dari Wakil Ketua

DPR RI/Korpolkam perihal peran dan fungsi DPR dalam proses pembuatan

kebijakan publik. Merespon permintaan delegasi UGM, Wakil Ketua DPR

RI/Korpolkam menyampaikan beberapa hal, yaitu:

a. Memberikan penjelasan tentang manajemen dan kebijakan publik yang erat
kaitannya dengan Parlemen.

b. Memberikan penjelasan tentang produk kebijakan yang berorientasi kepada
publik.

c. Memberikan penjelasan tentang peran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

d. Memberikan penjelasan tentang Kabinet Presidensil dan Kabinet
Parlementer, termasuk hal-hal terkait Pemilihan Umum.

Senin 10 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi

Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Persis)

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, yaitu:

a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengucapkan selamat terhadap Persis atas
berlangsungnya Muktamar yang telah dilakukan, dan atas terbentuknya
kepengurusan baru.

b. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyambut positif undangan dari Persis,
dan akan menyesuaikannya dengan jadwal.



Selasa 11 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Indonesia (FISIP
ul).

Dalam audiensi tersebut, delegasi FISIP Ul bermaksud meminta pandangan
Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam terkait dengan perkembangan demokrasi dan
politik di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan penjelasan
bahwa idealnya politik adalah wadah yang beradab dan damai untuk
memperebutkan pengaruh kekuasaan dan diatur melalui konstitusi. Setelah
kekuasaan didapat maka power yang diperoleh digunakan untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat karena segala kebijakan dan aturan ditentukan
melalui proses politik, mulai dari biaya hidup, harga pangan, kebutuhan pangan,
harga rumah dll. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga berharap para
mahasiswa dapat berkontribusi bagi kemajuan demokrasi di Indonesia dan
berkewajiban memberikan penyadaran politik.

Rabu 12 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM).

Dalam kesempatan tersebut, delegasi menyampaikan ide untuk mencalonkan
Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sebagai Ketua Umum DPP IKM. Terhadap
aspirasi ini, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan respon positif.
Meskipun demikian, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta kepada pengurus
DPP IKM agar dalam pengusulan nama calon Ketua Umum diusulkan dari
masing-masing IKM melalui surat atau secara lisan dalam sebuah pertemuan.



10.

Rabu 12 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi
Delegasi Ratna Sarumpaet Crisis Centre Beserta Forum Masyarakat Peduli
Dampak Buruk Proyek PLTP Daratei Mataloko Kabupaten Ngada Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan mengenai situasi
yang muncul akibat Proyek PLTP Daratei di NTT. Terhadap hal ini, Wakil Ketua
DPR RI/Korpolkam akan menyampaikan berkas laporan kepada Presiden dan
juga kepada Ketua Komisi V dan Komisi VIl DPR RI.

Senin 17 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi

Silahturahmi Nasional Raja-Sultan Nusantara Indonesia. Dalam kesempatan

tersebut, delegasi menyampaikan perihal perkembangan kisruh yang sedang

terjadi di Kerajaan Gowa. Terhadap hal ini, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
menyampaikan:

a. Mendukung upaya Raja Gowa ke 37 dalam rangka melakukan suatu upaya
mencari keadilan, dan akan meneruskan permasalahan ini kepada Komisi
dan Komisi Il DPR RI.

b. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga akan mengecek kepada Anggota
DPRD Kab.Gowa dari Fraksi Gerindra.

Selasa 18 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi

Pengurus Pusat lkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPAT). Dalam

kesempatan ini, delegasi bertukar pandangan dengan Wakil Ketua DPR

RI/Korpolkam terkait dengan sejumlah isu dalam proses sertifikasi tanah.

Senin, 31 Oktober 2016 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi dari

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Ciawi, untuk menyampaikan aspirasi tentang

adanya penertiban pedagang Kaki Lima didaerah Ciawi. Terhadap aspirasi yang

masuk, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa hal:

a. Menyarankan kalau ada dokumen permohonan agar segera diserahkan.

b. Segera akan membuat surat untuk meneruskan dan menyampaikan aspirasi
ini ke pihak PU, mengingat lahan tersebut adalah lahan tidur dan agar bisa
dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima Ciawi.



11. Rabu 2 November 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Pengurus

12.

13.

DPD PaSKI Jawa Barat dalam rangka melaporkan hasil Musyawarah Daerah
PaSKI Jawa Barat Periode 20116-2020. Dalam kesempatan tersebut, Wakil
Ketua DPR RI/Korpolkam menyatakan kesediaannya sebagai Penasehat Paski
Jabar periode 2016-2020.

e

Jumat 11 November 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi
dari Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Dalam kesempatan
tersebut, delegasi menyampaikan keresehannya terkait dengan kriminalisasi
yang kerap terjadi dalam hal-hal yang menjadi hak konstitusional masyarakat.
Terhadap aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan
mendukung segala aksi damai yang bersifat konstitusional, dan menolak
kriminalisasi terhadap apa yang menjadi hak-hak konstitusional kita.

Senin 19 Desember 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi Keynote
Speaker pada Ceramah Kebangsaan dengan tema “Arti Penting Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama Agresi Militer Belanda ke 2, 19
Desember 1948”.




14.

15.

16.

Senin 19 Desember 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri dan
membuka Sarasehan Keris Indonesia (SNKI) di Jakarta.

Rabu 21 Desember 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan
Ceramah Umum di Universitas Bakrie, dengan tema “Parlemen dan
Perkembangan Demokrasi di Indonesia” di Kampus Universitas Bakrie, Pasar
Festival, Kuningan, Jakarta.

Kamis 22 Desember 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan Kuliah
Umum di Universitas Merdeka Malang Jawa Timur dengan tema
“Merekonstruksi Negara, Meninjau Kembali Reformasi.

KUNJUNGAN KERJA DALAM NEGERI

1.

Kamis - Jumat 18 s.d. 19 Agustus 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
mengadakan kunjungan ke Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka
“Peluncuran Buku Kumpulan Pantun Minangkabau Mak Katik.”

Kamis 1 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri
Undangan dan menjadi Nara sumber dari Institute of Leadership Development
Universitas Indonesia dengan tema “Membangun Indonesia dari Daerah” dalam
kegiatan Indonesia Student Leadership Camp Vdi Universitas Indonesia Depok
Prov. Jawa Barat.

Rabu 14 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri
Undangan menjadi Narasumber Dialog Kejayaan Bangsa dengan tema
“‘Membangun Kemandirin Politik Menuju Indonesia Bermartabat” di Provinsi
Sumatera Barat dalam acara Lustrum XII (60 tahun) Universitas Andalas.
Kamis 16 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengadakan
Kunjungan ke Rumah Susun Rawa Bebek, JI. Banjir Kanal Timur, Pulo Gebang,
Cakung, Jakarta Timur korban penggusuran Pemda DKI. (tindak lanjut
pengaduan masyarakat tanggal 15 September 2016).

Senin 19 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengadakan
Kunjungan ke Manado Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memberikan
Kuliah Umum di Fisip Universitas Sam Ratulangi dengan tema :"Peran DPR RI
dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran, Legislasi dan Pengawasan”.

Jumat 23 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengadakan
Kunjungan Lapangan ke Kampung Aquarium, Pasar lkan, Musium Bahari,
Penjaringan Jakarta Utara, sebagai tindak lanjut dari pengaduan lbu Ratha
Sarumpaet dan delegasi Kampung Aquarium pada tanggal 15 September 2016.
Sabtu - Minggu 24 s.d. 25 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
menghadiri undangan dan membuka Festival Tani Nusantara 2016 yang
diselenggarakan di Lombok Tengah.

Senin, 7 November 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengadakan
Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka Kunjungan ke Lapas
Sukamiskin Bandung.



KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

Selasa - Jumat 23 s.d 26 Agustus 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
mengadakan kunjungan ke Mongolia sebagai Presiden GOPAC dalam kegiatan
“‘Annual Democracy Forum”.

Minggu - Jumat, 3 s.d. 9 September 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
memimpin Kunjungan delegasi Muhibah Pimpinan DPR RI ke Negara Norwegia.
Selama Muhibah, delegasi telah melakukan :

1.

a.

b.

C.

f.

g.

Pertemuan dengan State Secretary — Ministry of Trade, Industry and
Fisheries (Mr. Roy Angelvik) pada tanggal 6 September 2016.

Pertemuan dengan State Secretary — Ministry of Petroleum and Energy (Mr.
Ingvil Smines Tybring-Gjedde) pada tanggal 6 September 2016.

Pertemuan dengan State Secretary — Ministry of Foreign Affairs (Ms. Tone
Skogen) pada tanggal 7 September 2016.

. Pertemuan dengan State Secretary — Ministry of Agriculture and Food (Mr.

Terje Halleland) pada tanggal 7 September 2016.

Pertemuan dengan Statoil ASA — Vice President Exploration Statoil (Mr. Pal
Haremo) pada tanggal 7 September 2016

Pertemuan dengan Vice President Strategic Communication Kongsberg
Defence and Aerospace (Mr. Kyrre Lohne) pada tanggal 8 September 2016.
Pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Norwegia/Vice President of the
Storting (Ms. Ingjerd Schou) pada tanggal 8 September 2016).

Catatan:

a.

Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam bersama 5 (lima)
Anggota DPR RI terlaksana dengan baik. Tujuan Kunjungan dalam rangka
memperkuat dan meningkatkan hubungan kerja sama kedua Negara di
berbagai bidang, termasuk kerjasama antar Parlemen mendapat respon
positif mitra kerja di Norwegia.

Isu-isu penting yang memerlukan tindak lanjut antara lain adalah undangan
untuk menghadiri International Forum for The Parliament on SDGs yang akan
berlangsung pada tanggal 16-17 November 2016 di Bali dan gagasan
pembentukan Indonesian-Norwegian Parliamentary Bilateral Friendship. Isu-
isu lainnya adalah dukungan penguatan kerja sama REDD+, pemberian
pelatihan bagi petani Indonesia dan peningkatan kerjasama bidang migas,
dan industry pertahanan.




Minggu s.d. Jumat, 26 September s.d. 30 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam memimpin Kunjungan Delegasi Muhibah Pimpinan DPR RI ke
Meksiko.

Selama kunjungan delegasi telah mengadakan pertemuan dengan:

a.
b.

C.

d.

Cémara de Diputados (Parlemen Meksiko),

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE — Kementerian Luar Negeri
Meksiko),

Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA — Kementerian Pertahanan
Meksiko),

Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion
(SAGARPA — Kementerian Pertanian Meksiko) dan

e. Instituto Nacional Electoral (INE — Komisi Pemilihan Umum Meksiko).
Catatan:
a. Pembahasan tentang Trans-Pasific-Partnership (TPP) juga dijadikan

momentum bagi delegasi DPR RI untuk mengetahui kondisi ekonomi
Meksiko sebagai angota dari TPP tersebut, karena hari ini Indonesia masih
mempelajari posisi ekonomi Indonesia bila bergabung kedalam TPP tersebut.
Meksiko sebagai anggota TPP turut mendorong liberalisasi perdagangan
ekonomi Negara-negara di kawasan asia pasifik.

Rombongan delegasi DPR RI turut menghadiri acara pembentukan Grupo de
Amistad Parlemen Meksiko-Indonesia (setara dengan Grup Kerjasama
Bilateral-GKSB DPR RI) periode 2016-2019. Grupo de Amistad periode
2016-2019 terdiri dari 9 orang anggota DPR Meksiko yang berasal dari 4
partai (PRI, PAN, Morena, PVEM) dengan diketuai oleh Dip. Lizarraga
Figueroa Teresa de Jesus (Partai PAN).

Menteri Pertahanan Meksiko menanggapi positif kunjungan Muhibah
delegasi parlemen Indonesia, dan menyampaikan permintaan agar
Indonesia dapat segera menetapkan Atase Militer di Meksiko sebagai
resiprokal atas keberadaan Atase Militer Meksiko di Indonesia guna lebih
memajukan kerjasama bidang militer kedua negara.

. Wakil Ketua DPR RI menyatakan ketertarikan terhadap sistem pengawasan

partai yang INE lakukan, terutama terkait dengan penggunaan mass media
sebagai sarana kampanye politik baik pada masa pemilu maupun di luar
Pemilu. INE memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh mass media
yang ada di Meksiko (TV dan Radio) agar tidak ada satupun partai politik
yang dapat menggunakan mass media tersebut untuk beriklan melebihi
waktu yang ditentukan, INE juga menetapkan agar mass media tidak boleh
berafiliasi dengan partai politik manapun serta melarang partai politik
memasang iklan/ kampanye di mass media di luar waktu yang telah
ditentukan. Untuk itu INE merupakan lembaga nasional satu-satunya yang
memiliki sistem IT untuk dapat melakukan monitoring terhadap kurang lebih
2300 kanal radio dan TV di seluruh Meksiko. Hal ini perlu dilakukan untuk
menjaga agar pelaksanaan demokrasi, khususnya kampanye politik,
berlangsung secara adil dan tidak berpihak.

Indonesia saat ini memerlukan pasokan daging halal yang terus
meningkatkan dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan



penduduk. Untuk itu Indonesia sangat tertarik untuk segera menjalin
kerjasama dengan Meksiko sebagai alternative pemasok daging halal ke
Indonesia, terlebih setelah diketahui semua sapi Meksiko bebas penyakit
mulut dan kuku. Selain daging, Indonesia juga tertarik untuk impor sapi hidup
dari Meksiko.

f. Pertemuan dengan Wakil Mentri Luar Negeri Meksiko membahas antara lain
keinginan untuk memanfaatkan forum MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea
Selatan, Turki dan Australia) sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama
di berbagai bidang antar negara anggota.

g. Wakil Menteri Luar Negeri Meksiko secara khusus menyampaikan kepada
Wakil Ketua DPR RI mengenai keinginan agar Presiden RI Joko Widodo
dapat melakukan kunjungan resmi ke Meksiko sesuai undangan Presiden
Meksiko di Tahun 2017.

Sabtu s.d. kamis, 1 s.d. 6 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
mengadakan Kunjungan ke Tunisia dalam rangka kegiatan MENA OECD
Governance Forum.

Konferensi tingkat Menteri MENA-OECD dengan tema “The 2016 MENA-OECD
Ministerial Conference: Better Policies For Inclusive Growth and Economic
Integration in the MENA” adalah konferensi yang diselenggarakan oleh OECD
bekerjasama dengan Pemerintah Tunisia. Konferensi tersebut dihadiri oleh
Negara-negara anggota OECD dan Negara MENA (Middle East & North Africa/
Timur Tengah dan Afrika Utara), serta NGO Internasional.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sebagai Presiden GOPAC memenuhi undangan
dari Mr. Kamel Ayadi-Minister of Civil Service, Governance and Anti Corruption
of the Tunisia Republic, untuk menghadiri Konferensi dan memberikan masukan
terkait peran parlemen di Indonesia dalam pemberantasan korupsi untuk
menciptakan tata pemerintahan yang baik

Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui
kerjasama antara parlemen, pemerintah dan masyarakat sipil. Serta

10



memperkuat kerjasama antar parlemen (inter-parliamentary network) dengan

upaya membentuk Global Organization of Parliamentarians Against Corruption

di Tunisia.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan

beberapa hal:

a. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi transisi
demokasi negara MENA, khususnya Tunisia, pembangunan berkelanjutan
tidak dapat dicapai tanpa adanya kestabilan politik dan ekonomi. Merujuk
pada kasus arab spring / jasmine revoluton yang dialami negara Tunisia,
kestabilan politik menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi,
investasi dan pembagunan berkelanjutan yang merata. Selain itu kondisi
diperburuk dengan tidak adanya “trust” antara masyarakat dan pemerintah.

b. Dalam forum ini telah dijelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh
negara-negara MENA sebagai upaya memperbaiki kondisi tersebut, seperti
meningkatkan partisipasi masyarkat untuk menciptakan pertumbuhan yang
inklusif, meningkatkan peran perempuan dalam sektor publik, serta lebih
melibatkan kaum pemuda-pemudi sebagai generasi penerus bangsa dalam
politik. Upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
juga sudah telah dibahas dalam forum ini, seperti upaya membentuk kondisi
yang aman untuk investor dan membuka perencanaan ekonomi yang ramah
untuk investasi.

c. Hal lainnya yang menjadi poin utama dalam sesi ini adalah pemberantasan
korupsi di sektor publik untuk menciptakan kondisi politk dan ekonomi yang
stabil, serta berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap
pemerintah. Untuk mencapai hal ini kerjasama antara Pemerintah,
Parlemen, dan seluruh elemen masyarakat harus ditingkatkan.

Sabtu - Kamis, 22 s.d. 27 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
memimpin Delegasi DPR RI ke Sidang Tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU)
ke 135 di Jenewa - Swiss.

Pertemuan Tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-135 berlangsung di
Jenewa, 23-27 Oktober 2016. Pertemuan yang digelar di Markas Besar IPU
tersebut mengangkat tema yang cukup mendasar yaitu: Human Rights Abuses
as Precursors of Conflict: Parliaments as Early Responders.

Capaian :

Ada sejumlah capaian yang berhasil diraih oleh delegasi parlemen Indonesia
dalam Sidang IPU ke-135. Ketua Badan Kerja-Sama Antar-Parlemen (BKSAP)
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, misalnya, mendapatkan mandat secara aklamasi dari
seluruh anggota Committee to Promote Respect for International Humanitarian
Law (Komite IHL) untuk menjadi Presiden Komite tersebut hingga Oktober 2017.

Selain itu, anggota tetap Committee on UN Affairs dari Indonesia, Dr. Evita
Nursanty, mendapatkan kehormatan untuk menjadi panelis dalam
menyampaikan pandangan Indonesia terkait aspek pembiayaan PBB di Komite
tersebut. Kiprah kedua anggota parlemen perempuan asal Indonesia itu
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merupakan kebanggaan bagi DPR RI yang dengan itu menunjukkan bahwa
Indonesia dipercaya oleh komunitas internasional untuk tampil di gelanggang
politik global.

Kesimpulan:

Ada sejumlah kesimpulan penting yang bisa ditarik dari Sidang IPU ke-135.

a. Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan. Bahkan,
Anggota Delegasi DPR Rl yang juga Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf
mendapatkan kepercayaan secara aklamasi dari seluruh anggota Komite IHL
untuk memimpin komite tersebut selama setahun ke depan;

b. Fokus IPU pada Sidang Umum Kkali ini berkutat pada isu penghormatan dan
penegakan HAM sebagai bagian dari upaya pencegahan atas konflik;
tentang bagaimana respon parlemen sejak awal dalam menyikapi
pelanggaran HAM dan mencegahnya menjadi konflik yang lebih luas;

c. IPU ke-135 juga ditandai dengan sejumlah publikasi baru IPU baik terkait
kekerasan jender, tentang sistem perlindungan pengungsi dan pencari suaka
(buku panduan) hingga tentang IHL (buku panduan).

d. Resolusi dengan judul The war and the severe humanitarian situation in
Syria, particularly in Aleppo menjadi emergency item dari IPU ke-135;

e. Resolusi the freedom of women to participate in political processes fully,
safely and without intereference: Building partnerships between men and
women to achieve this objective dari Komite Demokrasi dan HAM disetujui
di Assembly dengan masuknya usulan Indonesia pada Paragraf Operatif 14
yang menegaskan peran partai politik untuk secara reguler memberikan
pendidikan politik terkait pemberdayaan perempuan;

f. IPU ke 136 direncanakan digelar di Dhaka, Bangladesh pada 1-5 April 2017.
Tema utama persidangan adalah Redressing Inequalities: Delivering on
Dignity and Well-being for All.
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Kamis - Minggu, 1 s.d. 4 Desember 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
mengadakan Kunjungan ke Panama dalam rangka menghadiri Sidang Global
Organization of Parliamentariens Against Corruption (GOPAC).

Konferensi tersebut merupakan forum lintas sektor, yakni pemerintahan,
masyarakat sipil, dan juga kelompok bisnis yang diikat dalam satu visi
pemberantasan korupsi. Dalam kesempatan tersebut Dr.Fadli Zon sebagai
Presiden GOPAC, menjadi pembicara dengan tema diskusi Prosecuting
Corruption and Recovering Stolen Assets. Dr.Fadli Zon didampingi bersama tiga
pembicara lainnya, yaitu: Mr.Michael Khoo (Trial Attorney, US Departement of
Justice), Mr.Arnold B Lacayo (Partner Advocate, Astigarraga Davis Law Firm),
Ms.Angela Barkhouse (Associate Managing Director, Kroll)
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Senin - sabtu, 5 s.d. 10 Desember 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
mengadakan Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Ke Kuba.
Kunjungan Delegasi Muhibah DPR RI telah melakukan:

a.

b.

Kunjungan ke Parque Central untuk meletakkan karangan bunga bagi
Pahlawan Nasional Jose Marti pada tanggal 6 Desember 2016.

Pertemuan resmi dengan Wakil Ketua Parlemen Kuba, Ana Maria Mari
Machado beserta perwakilan setingkat Ketua Komisi bertempat di Gedung
Parlemen Kuba pada tanggal 6 Desember 2016.

Pertemuan dengan Wakil Kementerian Luar Negeri Kuba, Rogelio Sierra
Diaz (tertutup dan terbatas) pada tanggal 6 Desember 2016.

Wisma Indonesia dengan acara ramah tamah Delegasi DPR RI dengan
Warga Negara Indonesia di Havana diantaranya bertemu dengan
mahasiswa/i yang sedang menempuh pendidikan jurusan Kedokteran pada
tanggal 6 Desember 2016.

Pertemuan dengan Ketua Asosiasi Nasional Petani Kecil (ANAP), Rilma
Roman Noguerias beserta para pejabat Asosiasi Nasional Petani Kecil pada
tanggal 7 Desember 2016.

Pertemuan dengan Wakil Kementerian Pertanian negara Kuba, Ydael Jesus
Perez Brito pada tanggal 7 Desember 2016.

Peninjauan ke ALAMAR untuk melihat percontohan Urban Agriculture pada
tanggal 7 Desember 2016.

Pertemuan dengan Ketua Badam Pertahanan Sipil Kuba, Brigjend (Purn)
Ramon Pardo Guerra serta para pejabat Pertahanan Sipil pada tanggal 8
Desember 2016.

Peninjauan ke Pabrik Cerutu “Orlando Nodarse” pada tanggal 8 Desember
2016.

Catatan:

a.

Secara keseluruhan, kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI dan
rombongan terlaksana dengan baik dan lancar. Pihak Parlemen Kuba telah
memberikan hospitality yang cukup kepada Delegasi DPR RI;

Waktu pelaksanaan kunjungan delegasi DPR RI ke Kuba kali ini dinilai cukup
tepat mengingat momen yang ada yaitu Kuba baru saja selesai
melaksanakan masa berkabung selama 9 hari dari tanggal 26 November s.d.
4 Desember 2016. Kedatangan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam secara
simbolik dinilai telah menjadi bagian dari Wakil resmi utusan Pemerintah RI
untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Fidel Castro. Hal ini
terlihat dari reaksi parlemen Kuba yang sangat serius memperhatikan
ungkapan dan keinginan Delegasi selama kunjungan;

Kehadiran pejabat setingkat Ketua Komisi Hubungan Internasional Parlemen
Kuba, Yolanda Ferer saat menjemput Ketua Delegasi DPR RI pada tanggal
4 Desember 2016 di Airport, juga memperlihatkan tingkat keseriusan
tersebut. Hal ini mengingat bahwa pada hari itu merupakan puncak upacara
pemakaman Fidel Castro dengan peletakan abu jenazah di kota Santiago
De Cuba (sekitar 800 km arah timur Havana), dimana hampir seluruh elit
partai dan pemerintahan nampak hadir di acara tersebut. Pihak Kuba juga
sangat perhatian dan memonitor kejadian gempa di Aceh pada 6 Desember
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lalu, dimana pada setiap kesempatan pertemuan mereka juga selalu
mengawali dengan menyampaikan rasa ikut berduka cita dan bela sungkawa
serta mengharapkan pemerintah Indonesia bisa secara cepat
menanggulangi bencana tersebut.

Pertemuan dengan Wakil Menlu Kuba, Rogellio Sierra Diaz telah
memberikan harapan cukup besar akan diberikannya dukungan Kuba untuk
Indonesia dalam pencalonan sebagai anggota Tidak Tetap DK-PBB Periode
2019-2020.

Kunjungan ke ANAP dan kementerian pertanian serta melihat percontohan
Urban Agriculture telah diikuti secara antusias dan penuh perhatian oleh
Delri yang selain ingin tahu lebih mendalam tentang penerapan sistim
sosialis dalam menata pola produksi dan distribusi hasil pertanian, juga
mengingat saat ini Kuba sedang dalam masa transisi pasca wafatnya Fidel
Castro. Disamping itu kapasitas Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Petani Indonesia (HKTI) cukup
memberikan warna dan semangat tersendiri selama diskusi dan
perbincangan terkait dengan pertanian Kuba.

8. Minggu - Sabtu, 11 s.d. 17 Desember 2016, mengadakan Kunjungan Muhibah
Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke Brasil.
Selama Muhibah, delegasi telah melakukan pertemuan/kunjungan :

a.

Pertemuan dengan Staf Ahli Bidang Kerjasama Agribisnis Internasional,
Kementerian Pertanian, Peternakan dan Logistik (MAPA) Brasil (Mr. Sr.
Odilson Silva)

Pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Brasil (H.E. Mr. Waldir Maranho) pada
tanggal 13 Desember 2016.
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c. Pertemuan dengan Menteri Pertanian, Peternakan, dan Logistik Brasil (Mr.
Blairo Borges Maggi) pada tanggal 13 Desember 2016

Catatan :

a. Pertemuan-Pertemuan dalam Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam ke Brasil berjalan dengan lancar dan hangat, bahkan Menteri
Pertanian Brasil yang pada saat pertemuan pagi hari tidak bisa menerima
kunjungan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, mengundang kembali untuk
bertemu pada siang hari. Hal ini menunjukan betapa pentingnya kunjungan
tersebut bagi Brasil.

b. Perlu tindak lanjut dari instansi terkait mengenai keinginan untuk melakukan
impor sapi dan daging dari Brasil, serta keinginan Brasil untuk melakukan
kerjasama lainnya di bidang pertanian.

MASA PERSIDANGAN Il TAHUN SIDANG 2016-2017

Selama Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2016-2017, Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam telah  melaksanakan tugas memimpin/menghadiri  rapat-
rapat/pertemuan sebagai berikut:

PERTEMUAN

Menerima Tamu Asing

1. Kamis 12 Januari 2017, Mendampingi Ketua DPR RI menerima Delegasi
Parlemen Korea Selatan.

2. Kamis 12 Januari 2017, Mendampingi Ketua DPR RI, menjamu Delegasi Korea
Selatan untuk makan malam di Hotel Fairmont, Senayan.

Rapat Konsultasi/Koordinasi

1. Selasa 10 Januari 2017, Memimpin rapat Tim Delegasi persiapan sidang Asia
Pacific Parlementary Forum (APPF) di Fiji pada tanggal 13 s.d 20 Januari 2017.

2. Selasa 10 Januari 2017, Memimpin Rapat Penetapan Pimpinan Komisi Il DPR
RI yaitu penggantian Ketua Komisi Il DPR RI. Sdr Rambe Kamaruljaman (FPG)
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digantikan oleh H.Zainuddin Amali, SE (FPG).

Selasa 12 Januari 2017, Memimpin Rapat Penetapan Pimpinan Komisi || DPR
RI yaitu penggantian Wakil Ketua Komisi Il DPR RI. Sdr.Wahid Halim (FPD)
digantikan oleh Ir.Pandi Utomo (FPD).

Selasa 21 Februari 2017, memimpin Rapat Penetapan Pimpinan Badan Anggran
(Banggar) DPR RI yaitu penggantian . Sdr.Kahar Muzakir (FPG) digantikan oleh
Dr.Aziz Syamsuddin (FPG).

Rabu 22 Februari 2017, memimpin Rapat Pleno Komisi | DPR RI, dengan acara:
“Penetapan Anggota Tim Pengawas Intelijen Komisi | DPR RI, Bpk.Bobby
Adhityo Rizaldi S.E.,MBA.,C.F.E.

Pertemuan dengan delegasi masyarakat/konstituen atau kegiatan lainnya

1.

2.

Selasa 10 Januari 2017, Wawancara dengan Agustinus B. Dacosta kantor Berita

(Reuters).

Selasa 10 Januari 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi

Delegasi Rachmawati Soekarno Putri Dkk. Delegasi menyampaikan aspirasinya

terkait dengan tuduhan makar yang tidak beralasan. Delegasi menyampaikan

bahwa tujuan dari petisi yang dibuat ialah ditujukan kepada MPR sebagai
lembaga negara, yang secara konstitusional dijadikan sebagai tempat
menyampaikan aspirasi apapun.

Catatan:

a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta data-data maupun petisi yang
lengkap sebagai bahan untuk mendalami adanya dugaan melanggar hukum
terkait aspirasi Rachmawati dkk.

b. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan menyampaikan aspirasi yang
disampaikan Rachmawati dkk kepada Presiden RI, Kapolri dan Kapolda
Metro Jaya.

Rabu 11 Januari 2017, Menerima audiensi Habib Muhammad Rizieq Shihab dan
Para Tokoh Ulama. Delegasi menyampaikan bahwa aksi GNPF MUI bukan aksi
makar dan tidak ada kaitannya apapun dengan tindakan makar.

Terhadap aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan
beberapa catatan:
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DPR RI adalah lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, apa yang
disampaikan akan dicatat dan akan diteruskan sesuai mekanisme yang
berlaku (bisa langsung ke Pemerintah, Kepolisian maupun Komisi Ill DPR
RI). DPR RI akan meminta kepolisian agar dalam menangani proses hukum
jangan menjadi alat politik dan alat kekuasaan.

Mengingatkan bahwa yang melahirkan Pancasila adalah tokoh tokoh Islam
dan yang melahirkan NKRI adalah ulama. Tidak ada ancaman terhadap
kebhinekaan, yang menjadi ancaman adalah ketidakadilan dalam proses
penegakan hukum.

Dalam persoalan komunisme, akan dipertanyakan kenapa ada logo yang
mirip palu arit ke pihak Bank Indonesia, di dalam mata uang yang baru.
Meminta bahan bahan tertulis untuk dapat ditindaklanjuti.

Menyampaikan bahwa pasal makar itu sudah tidak ada dan pasal menghina
Presiden juga sudah hilang. Delik Presiden bukan lagi delik umum tetapi
delik aduan dan hal ini sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Kalau Habib
Rizieq diundang penyidik pastikan didampingi lawyer dan ditanyakan apa
pasalnya.

Rabu 11 Januari 2017, Menerima audiensi Pengurus Yayasan Timor Timur
Setia Indonesia. Delegasi menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi
masyarakat eks-Timor Timur yang masih setia kepada NKRI. Delegasi
mengharapkan ada perhatian dari pemerintah terkait kondisi masyarakat
eksTimor Timur yang sampai saat ini tinggal di NTT. Terhadap aspirasi tersebut,
Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan tanggapan:

a.

Menganjurkan agar pengadu mengusulkan kepada Komisi V DPR RI dan
kepada Pemerintah untuk membuat Rusunawa dan mengusulkan agar
delegasi membuat suatu kajian yang komprehensif dan mapping tentang
kondisi eks warga Timor Timur yang ada di NTT, apakah sudah membaur
ataukah masih tersentralisasi disatu kawasan, kemudian dibuat rinci

18



o

10.

11.

12.

13.

dimasing masing settlement ada berapa KK. Untuk memindahkan ke pulau
bukan persoalan gampang, karena saat ini tidak ada program transmigrasi.

b. Mengusulkan kepada delegasi untuk adanya wadah eks warga Timor Timur
secara terukur dan merepresentasikan siapa, dan meminta disusulkan surat
kepada Wakil Ketua DPR RI yang didalamnya terdapat apa tuntutan
masyarakat eks Tim Tim, sehingga akan mempermudah rencana follow up
ke instansi terkait.

c. Meminta bahan bahan tertulis untuk dapat ditindaklanjuti.

Kamis 19 Januari 2017, Wawancara dengan dengan TV One mengenai

“Penjualan Aset BUMN tanpa persetujuan DPR RI”.

Kamis 19 Januari 2017, Wawancara dengan dengan “Tempo” mengenai

Pelantikan Donald Trump dan dampak Ekonomi dan Politik bagi Indonesia.

Kamis 19 Januari 2017, Menghadiri undangan Ulang Tahun ke 57 Pembentukan

Hubungan Diplomatik antara Indonesia-Cuba.

Senin 23 Januari 2017, Menerima Audiensi Anggota DPRD Kabupaten Merauke.

Selasa 24 Januari 2017, Mendampingi Ketua DPR RI meresmikan nama

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR

Selasa 24 Januari 2017, Menerima audiensi dari Forum Komunikasi Pedagang

Pasar Senen. Delegasi menyampaikan aspirasi agar DPR dapat membantu

menekan Pemda DKI Jakarta untuk memberikan alternative lokasi berdagang.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam merespon akan membuat surat kepada pihak-

pihak terkait termasuk Plt. Gubernur DKI Jakarta terkait penampungan. Wakil

Ketua DPR RI/Korpolkam juga akan berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta

untuk segera merespon permasalahan ini dengan cepat.

Rabu 25, Januari 2017, Menerima Komisioner Aparatur Sipil Negara. Delegasi

KASN menyampaikan sejumlah masukan terkait dengan isu revisi UU No.5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terhadap aspirasi tersebut, Wakil

Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan tanggapan:

a. Bahwa yang menjadi prioritas adalah bagaimana menampung aspirasi
honorer K1 s/d K2, dan meminta dicarikan solusinya dan akan
mengkomunikasikan bagaimana menampung aspirasi tenaga honorer 1 dan
2 yang menjadi prioritas, termasuk penyuluh pertanian, tenaga medis, bidan,
inseminator.

b. Pada intinya hampir semua Fraksi DPR fokusnya adalah honorer, karena
honorer dibayar dengan tidak layak. Wakil Ketua DPR RI Korpolkam
menerima masukan KASN dan pandangan dari Komisi Aparatur Siplil
Negara dan nanti akan disampaikan ke Badan Legislasi DPR RI.

Senin 30 Januari 2017, Menerima audiensi Rektor Universitas Islam Makasar.

Delegasi menyampaikan undangan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

untuk menjadi pembicara tamu di Universitas Islam Makasar. Wakil Ketua DPR

RI/Korpolkam memberikan respon positif untuk menghadiri undangan dari

Universitas Islam Makassar bila memungkinkan pada akhir Februari 2017.

Senin 30 Januari 2017, Menerima audiensi Panitia Minang Book Fair 2017.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi mengundang Wakil Ketua DPR

RI/Korpolkam untuk hadir dalam kegiatan Minang Book Fair 2017.

Catatan:
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a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berencana akan menghadiri kegiatan
Minang Book Fair 2017, dan rencananya FadliZon Library akan turut serta
memamerkan sejumlah buku-buku khususnya buku tradisi Minang seperti
Pantun Minang, Keris Minang dan launching buku Orkes Musik Gumarang
yang merupakan buku terkait kelompok musik yang membawakan lagu
Minang dalam irama Latin.

b. Mengharapkan dengan Minang Book Fair ini akan menjadi ajang silaturahmi
para pegiat literasi dan menghadirkan buku-buku yang berkualitas di
seantero negeri

14. Rabu 1 Februari 2017, menerima audiensi Ketua Umum HGI (Himpunan Gambut
Indonesia), Ketua Umum HIT (Himpunan llmu Tanah Indonesia) dan Ketua
Umum Maksi (Masyarakat Perkelapa sawitan Indonesia).

15. Rabu 1 Februari 2017, menerima audiensi Muslim Imran (Ketua Organisasi
Kebudayaan Palestina-Malaysia). Dalam pertemuan tersebut, delegasi
menyampaikan perihal perkembangan terkini situasi di Palestina dan upaya
diplomasi internasional yang dijalankan oleh Palestina.

16. Rabu 1 Februari 2017, menerima audiensi Para Ulama. Delegasi menyampaikan
aspirasi terkait dengan isu fithah yang dijadikan dasar oleh aparat hukum untuk
mengkriminalisasi kelompok ulama.

Catatan:

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta kepada Para Ulama yang tergabung
dalam GNPF-MUI untuk mengirimkan point point pengaduan dalam bentuk surat
yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk nantinya
ditindaklanjuti kepada Pemerintah.

17. Selasa 7 Februari 2017, menerima audiensi dari Wida Septarina (Lumbung
Pangan Indonesia). Delegasi berbagi pandangan terkait dengan upaya
mengumpulkan bahan pangan yang berlebih dari toko-toko pangan di Indonesia
untuk disimpan di Food Bank dan disalurkan kepada masyarakat yang
membutuhkan.

Catatan:
a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Indonesia punya UU
Pangan tetapi belum mengatur hal-hal bagaimana cara supaya tidak ada
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makanan yang terbuang sia-sia dari hotel, restoran, supermarket dan tempat
makan lain padahal disisi lain masih banyak masyarakat yang membutuhkan
dan meminta agar Yayasan Lumbung Pangan Indonesia mempelajari model
yang food bank di Perancis dan Inggris yang sudah mewajibkan, dan
menyarankan melalui PP itu bisa karena kalau UU repot.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan perlu ada studi/penelitian
tentang berapa jumlah makanan yang terbuang dari restoran, hotel, retail,
supermarket, jumlah orang Indonesia yang kekurangan nutrisi termasuk
jumlah orang miskin, yang digambarkan dalam slide dan meminta Yayasan
Lumbung Pangan Indonesia menulis surat kepada Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam dan akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait.

Meminta Yayasan Lumbung Pangan Indonesia untuk mengkaji payung
hukumnya apakah di kementerian atau pemprov nya langsung, kemudian
dibuatkan skema dan kalau sudah siap beraudiensi lagi, kemudian
direncanakan akan menyelenggarakan FGD di DPR dengan mengundang
Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan,
dan asosiasi hypermart.

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mendukung rencana food bank dan ke depan
DPR RI bisa meminta kementerian terkait (Perdagangan, Kesehatan,
Sosial) untuk memikirkan langkah mengatasi hal tersebut.

18. Jumat 10 Februari 2017, Menghadiri undangan Penganugrahan Rekor Muri
katagori “Anggota DPR RI dengan Penghargaan Terbanyak”.

19. Senin 13 Februari 2017, menerima audiensi dari Aktivis Lintas Generasi Pro
Demokrasi, terkait dengan isu pengangkatan Sdr.Basuki TP sebagai gubernur
DKI Jakarta yang dipandang tidak etis sebab masih berstatus terdakwa.
Catatan:

a.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa apa yang menjadi
perhatian dari Aktivis Lintas Generasi Pro Demokrasi sangat valid dan sah
dan ini juga menjadi pemikiran karena terkait langsung dengan 2 UU yaitu
UU KUHP 156a dan UU Pemda Pasal 83, UU 23 Tahun 2014 dan juga selain
masalah UU yang dilanggar oleh pemerintah, juga yurisprudensi di Sumut,
di Banten dan juga di Riau. Yurisprudensi harusnya menjadi salah satu
ukuran apakah pengambilan keputusan itu bersikap diskriminatif atau tidak,
kemudian janji dari Mendagri sendiri kepada publik yang dikutip dibanyak
media bahwa pemberhentian terhadap AHok sebagai gubernur itu akan
menunggu masa cutinya. Di Fraksi gerindra sudah membuat Pansus Angket
bernama Ahok Gate dan sudah ditandatangani demikian juga FPD, dan
FPKS. Pelanggaran yang seperti ini saya kira akan kita tangani dan mohon
dukungan aktivis dari luar sehingga bisa dilihat mana yang betul-betul
meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan mana yang tidak
dan juga dalam kasus ini saya berpendapat terlalu gamblang dari pihak-
pihak yang mendukung calon tertentu didukung oleh kebijakan pemerintah
yang terlalu mencolok keberpihakannya. Dan ini menurut saya menjadi
preseden buruk bagi demokrasi dan ini harus kita lawan karena ini
memundurkan demokrasi kita.
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Menyampaikan Investigasi terhadap UU sangat diperlukan untuk
meluruskan jalannya pemerintahan.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan mengirimkan surat kepada Presiden,
Mendagri dan instansi terkait meneruskan aspirasi masyarakat Aktivis Lintas
Generasi Pro Demokrasi.

20. Senin 13 Februari 2017, menerima audiensi dari KAHMI dan Korp Alumni HMI,
terkait dengan keberatannya terhadap pengaktifan kembali Sdr.Basuki TP
sebagai gubernur DKI Jakarta yang masih berstatus terdakwa.

Catatan:

21.

a.

Akan meneruskan aspirasi-aspirasi yang sama kepada Presiden dan juga
kepada Mendagri karena ini menyangkut masalah urgen, dan DPR juga
tidak ingin pelanggaran terhadap undang-undang ini berlarut-larut.
Menyampaikan bahwa sejumlah Anggota DPR RI sudah mengambil suatu
inisiatif untuk menggulirkan sebuah Pansus Angket. Fraksi Gerindra sudah
mengusulkan pansus angket tersebut yang diberi nama Ahok Gate. Kasus
skandal Ahok ini sudah jelas adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap
Undang-Undang KUHP Pasal 156 A, dan juga Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 khususnya di Pasal 83 dan juga termasuk Peraturan KPU
sendiri.

Menyampaikan bahwa masukan ini adalah masukan yang sangat berharga,
tentu saja proses ini harus melalui suatu prosedur dan mekanisme yang ada.
Menyarankan agar menyampaikan sikap itu kepada seluruh fraksi-fraksi dan
akan diteruskan surat ini kepada seluruh fraksi yang ada disamping kepada
pihak Pemerintah atas permintaan KAHMI DAN HMI.

Menyampaikan terimakasih atas silaturohim dan juga penyampaian aspirasi
ini akan kami dukung apa yang menjadi aspirasi akan diteruskan kepada
pihak-pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku

Menyampaikan bahwa KAHMI dan HMI jangan berhenti road show terutama
kepada Pimpinan-pimpinan Partai yang lainnya terutama kepada Partai-
partai Islam.

Menyampaikan desakan untuk menginvestigasi ini masuk akal. Kalau
memang Presiden merasa tidak terlibat tentang pengaktifan Ahok sebagai
Gubernur, seperti berkali-kali disampaikan oleh Presiden maka kali ini
Presiden harus mengetahui bahwa Presiden terlibat karena undang-undang
mengatakan seorang Gubernur bukan Menteri Dalam Negeri yang
mengangkat tetapi Presiden.

Menitip pesan kepada masyarakat sipil perlu terus mengaktifkan fungsinya
sebagai kelas menengah yang bisa mengontrol jalannya lembaga-lembaga
negara.

Selasa 14 Februari 2017, menerima audiensi Dekan Fakultas Hukum Universitas
Nasional dalam rangka pengajuan usulan program kerjasama penelitian/survei
nasional persepsi dan aspirasi rakyat terhadap kinerja DPR Rl kepada DPR RI.
Catatan:

Akan meneruskan ke Badan Keahlian DPR-RI.
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22.

23.

24.

25.

Selasa 14 Februari 2017, menerima audiensi Forum tenaga Insminator
Indonesia, yang menyampaikan aspirasinya untuk diangkat menjadi pegawai
Aparatur Sipil Negara.

Catatan.

a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap para tenaga honorer di bidang
pertanian dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara ditempatnya bekerja
sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan Pemerintah.

b. Menyampaikan bahwa DPR RI saat ini sedang merevisi RUU Aparatur Sipil
Negara memiliki semangat untuk mengapresiasi tenaga-tenaga honorer.

c. Akan menyampaikan surat kepada pihak-pihak terkait untuk meneruskan
aspirasi delegasi.

Selasa 14 Februari 2017, menerima audiensi Pengurus Masjid Salman ITB, yang

menyampaikan aspirasi desakan agar Sdr.Basuki TP dapat segera ditahan

dengan statusnya sebagai terdakwa.

Catatan:

a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan terimakasih kepada Ikatan
Alumni ITB dan Keluarga Alumni Masjid Salman — ITB dan waktunya tepat,
karena kemarin telah menerima aspirasi dari beberapa kelompok
masyarakat dari Alumni Kahmi, Alumni (HMI) kemudian dari Aktivis Lintas
Generasi, termasuk dari Keluarga Alumni Masjid Salman — ITB ini.

b. Menyampaikan juga bahwa sudah ada sekitar 93 Anggota DPR RI yang
menanda tangani usulan untuk pembentukan Pansus Angket, terkait dengan
Undang-Undang Pemda Pasal 83 dan Yurisprudensi dalam penanganan
kasus-kasus yang lain yang terjadi in konsistensi dan bahkan juga didalam
serah terima dari PLT ke Gubernur, terindikasi melanggar Peraturan KPU.

c. Memberitahukan bahwa DPR RI telah menyampaikan surat kepada
Presiden berdasarkan aspirasi masyarakat, dan hal ini akan mengarah ke
Pansus Angket tentu keputusannya nanti di Sidang Paripurna. Mengenai
usulan tersebut telah dibacakan dalam rapat Pimpinan, sehingga nanti bisa
dibacakan dalam rapat Paripurna.

Selasa 14 Februari 2017, menerima audiensi OC Muktamar XXX Pelajar Islam

Indonesia (PIl). Delegasi mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk

hadir dalam acara muktamar PIl. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sangat

mendukung proses regenerasi kepemimpinan di PII.

Selasa 14 Februari 2017, menerima Tim Pengusul Hak Angket Anggota DPR R,

Tentang Pengaktifan Kembali Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama Sebagai

Gubernur DKI Jakarta.

Catatan:

a. Menyampaikan terimakasih kepada rekan-rekan inisiator Hak Angket dari
Anggota DPR RI serta Pengaktifan kembali terdakwa Basuki Tjahaya
Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentu atas nama Pimpinan DPR RI
akan meneruskan surat ini sesuai mekanisme yang berlaku.

b. Sesuai konstitusi kita bahwa setiap warga negara sama kedudukannya
didalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa ada
terkecualinya.
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c. Yang terjadi pengaktifan kembali ada sejumlah kejanggalan, inilah yang
harus diuji bersama didalam Angket ini mudah-mudakan bisa mendapatkan
dukungan yang lebih banyak dari kawan-kawan Anggota DPR RI.

d. Bahwa Pimpinan itu hanya meneruskan secara admininistratif, dan besok
akan mengagendakan oleh kesekjenan untuk mengadakan Rapim intinya
untuk mengagendakan pembacaan usulan Hak Angket ini di dalam
Paripurna.

26. Senin 20 Februari 2017, menerima audiensi dari Ulama Indonesia, yang

27.

28.

29.

menyampaikan aspirasi terkait dengan desakan penahanan terhadap

Sdr.Basuki TP yang telah berstatus terdakwa.

Catatan:

a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan agar tetap bersabar didalam
memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat, hak umat, hak-hak WNI
terutama didalam menegakan hukum, DPR Rl akan memperjuangkan
dengan cara-cara yang konstitusional dan diatur didalam UU.

b. Menyampaikan mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi ini didengarkan
oleh yang mengambil keputusan kekuasaan dalam hal ini, sehingga tidak
ada lagi kriminalisasi dan tidak ada lagi upaya-upaya yang merusak dan
mendagadrasi hukum Kkita.

c. Menyampaikan, besok yang menerima aspirasi masyarakat adalah
Pimpinan Komisi Il DPR RI.

Selasa 21 Februari 2017, Menghadiri Pelepasan Wakil Ketua BKSAP DPR RI
(Bapak Tantowi Yahya) akan menempati jabatan baru sebagai Duta Besar
Selandia Baru).

Rabu 22 Februari 2017, Menghadiri Undangan dari Keduataan Kuwait dalam
rangka peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kuwait 56.

Kamis 9 Maret 2017, Membuka/sambutan Pimpinan DPR RI pada Workshop
dengan tema :” FREEPORT: QUO VADIS”, yang diselenggarakan oleh Badan
Keahlian DPR RI.
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KUNJUNGAN KERJA DALAM NEGERI

1.

Senin 23 Januari 2017, Mengadakan Kunjungan Kerja ke lokasi kebakaran

Pasar Senen, Jakarta.

Catatan:

a. Menyampaikan rasa ikut berduka dan prihatin kepada Pedagang Pasar
Senen yang telah kehilangan tempat untuk bekerja dan mata pencaharian.

b. Berharap pihak kepolisian dapat mengusut penyebab kebakaran Pasar
Senen yang merupakan lambang ekonomi rakyat yang harus dipertahankan
sebagai pasar rakyat, tidak boleh menjadi mall, apartemen atau menjadi
suatu bangunan yang harga sewanya mahal dan tidak lagi terjangkau oleh
para pedagang.

c. Berharap ada perwakilan pedagang korban kebakaran yang bisa datang ke
DPR dan akan dikomunikasikan dengan Komisi yang bersangkutan agar
apa yang menjadi tuntutan masyarakat terkait dengan Pasar Senen bisa
kembali berfungsi dengan baik.

d. Akan menyampaikan aspirasi para pedagang kepada pihak terkait dalam hal
ini PIt Gubernur DKI Sumarsono terkait keinginan relokasi di area parkir.

N LrN s AT NS

Senin 31 Januari s.d 1 Februari 2017, Mengadakan kunjungan kerja ke Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Uni
Timor Aswa’in Periode 2016-2021, dan sebagai pembicara dalam Seminar
dengan Topik “ Peran DPR RI terhadap Warga eks Timor Timur yang tetap Setia
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca jajak pendapat 1999”.
Senin 13 Februari 2017, Mengadakan Kunjungan/Media Visit ke
Tribunnews.com

Kamis, 16 Februari 2017, Mengadakan Kunjungan ke Kalimantan Barat, dalam
rangka menjadi Narasumber pada Universitas Tanjungpura, Pontianak Provinsi
Kalimantan Barat, untuk memberikan Kuliah Umum (Stadium General)
dihadapan Civitas Akademika dan Mahasiswa Universitas Tanjungpura dengan
tema “Konstelasi dan Dinamika Perpolitikan Nasional.
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5. Jumat s.d. Sabtu, 24 s.d. 25 Februari 2017, Mengadakan Kunjungan ke Padang
Provinsi Sumatera Barat, untuk menghadiri dan menjadi Narasumber pada acara
Dialog Kebudayaan Yayasan Gemar Membaca Indonesia (YAGEMI) dan
Minang Blok Fair 2017

6. Sabtu s.d. Minggu, 25 s.d. 26 Februari 2017, Melanjutkan perjalanan dari
Padang ke Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan
kunjungan kerja dengan DPRD Provinsi Jawa Tengabh.

7. Selasa dan Rabu, 28 Februari s.d. 1 Maret 2017, Mengadakan Kunjungan ke
Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka menjadi Narasumber Utama
pada Universitas Islam Makasar untuk memberikan Kuliah Umum dan Halagah
Kebangsaan dihadapan Mahasiswa, Alumni dan Dosen di Universitas Islam
Makasar dengan tema “Mengasah Jiwa Patriotik dan Karakter Kebangsaan”

KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

1. Padatanggal 13 — 20 Januari 2017, Memimpin Delegasi DPR RI Ke Sidang Asia
Pacific Parlementary Forum (APPF) di Fiji.

2. Padatanggal 2 — 5 Februari 2017, Pertemuan Konrad Adenauer Stiftung Young
Leaders Causus Meeting for Sustainable Development Goals di Kamboja.

MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016-2017

Selama Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017, Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam telah  melaksanakan tugas memimpin/menghadiri  rapat-
rapat/pertemuan sebagai berikut:

PERTEMUAN

Menerima Tamu Asing

1. Selasa 11 April 2017, Menerima Anggota Parlemen Republik Korea (Mr. Hong,
Moon-Jong dan Duta Besar Korea Taiyoung Cho).

Catatan:

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan komitmennya untuk terus
membangun kerjasama bilateran Indonesia dan Korea Selatan dan berencana
akan menghadiri pameran seni dan kebudayaan yang diadakan oleh Korea
Selatan Tahun 2017.

2. Rabu 26 April 2017, Menerima Duta Besar Libya (Sadegh M.O. Benesdegh)
Dalam pertemuannya dengan Wakil ketua DPR RI/Korpolkam, Duta Besar Libya
mengharapkan kepada Parlemen Indonesia agar mengundang Parlemen Libya
untuk  berkunjung ke Indonesia dalam rangka  membicarakan
permasalahan/konflik di Libya.

3. Jumat 5 Mei 2017, menerima Deputi Menteri Luar Negeri Georgia, Y.M. David
Jalagania mewakili Ketua DPR RI.

Catatan:

- Delegasi parlemen Georgia ingin membangun kerjasama Paliament to
parliament dengan parlemen Indonesia dalam bentuk Grup Kerjasama
Parlemen.
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- Wakil Ketua DPRP RI/Korpolkam menyambut baik ajakan kerjasama dari
parlemen Georgia.

- Indonesia berharap agar makin banyak wisatawan dari Georgia yang datang
ke Indonesia

__________ B e . U

= b

Rapat Konsultasi/Koordinasi
Kamis, 16 Maret 2017, Memimpin Rapat Koordinasi persiapan untuk Sidang IPU di
Dakha, pada tanggal 31 Maret s.d. 6 April 2017.

Pertemuan dengan delegasi masyarakat/konstituen atau kegiatan lainnya

1.

2.

3.

Rabu 15 Maret 2017, Membuka Pameran Keris Pesona Bali dan Lombok di

Gedung Nusantara DPR RI.

Rabu 15 Maret 2017, mendampingi Ketua DPR RI untuk jamuan makan malam

bersama H.E. Prof. Pornpetch Wichitcholchai Ketua Parlemen Thailand.

Kamis 16 Maret 2017, Menerima audiensi dari Asosiasi Perawat Indonesia, yang

menyampaikan agar ada perubahan regulasi dalam UU ASN untuk menerima

perawat tenaga honorer sebagai PNS, dengan mempertimbangkan masa kerja.

Catatan:

a. Menyampaikan dukungannya untuk pengangkatan honorer termasuk
perawat, revisi UU Aparatur Sipil Negara menjadi bagian dari tugas DPR
dan beberapa persoalan honorer adalah pekerjaan rumah Pemerintah yang
harus diselesaikan.

b. Akan menyampaikan aspirasi dengan menulis langsung surat kepada
Presiden RI, Menteri Dalam Negeri Rl dan Menpan RB.

Kamis16 Maret 2017, Membuka Rapat kerja Il Sekretariat Nasional Perkerisan

Indonesia (SNKI) di Gedung Nusantara 3 DPR RI.

Jumat 17 Maret 2017, Menghadiri Deklarasi Amalliah Indonesia, di Hotel

Bidakara Jakarta.

Senin 20 Maret 2017, Menghadiri Undangan BKSAP memperingati International

Women'’s Day.
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Selasa 21 Maret 2017, Menerima audiensi The Institute of Democracy and

Education (IDE Indonesia).

Catatan :

a. Memberikan apresiasi kepada teman-teman pengurus IDE Indonesia

karena IDE menjadi wadah untuk memberdayakan Pemuda Indonesia yang
mampu menjaga citra negaranya sebagai masyarakat global melalui dialog
dan diskusi.

b. Berharap ke depannya IDE Indonesia dapat memberdayakan pemuda
Indonesia untuk menjadi pemimpin di masa depan.

c. Akan menghadiri untuk menjadi keynote speaker pada acara Southest Asia
Leaders Summet 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 11 — 14 April 2017.

Selasa, 21 Maret 2017, Menerima audiensi dengan Pengurus lkatan Mahasiswa

Minang Universitas Indonesia (IMAMI Ul), yang menyampaikan undangan

kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam acara Minang Culture Festival

2017.

Catatan :

a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima undangan dari IMAMI Ul dan
menyatakan kehadiran dalam acara Minang Culture Festival tersebut.

b. Menyampaikan harapannya agar IMAMI Ul dapat menjadi wadah
kekeluargaan yang dibentuk sebagai tali silahturahmi mahasiswa Minang,
bukan untuk melahirkan sebuah gerakan separatis yang berpaham
primordial memperjuangkan kepentingan suku atau daerah masing-masing,
justru disini IMAMI Ul hadir sebagai salah satu etalase warna yang
terkandung dalam pelangi merah putih.

Selasa, 21 Maret 2017, Menerima audiensi Tim Pengacara Muslim, yang

menyampaikan Kklarifikasi perihal simpang siur pengumpulan dana umat yang

disalahgunakan.

Catatan :

a. Melalui klarifikasi ini Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga akan meneruskan
termasuk mengklarifikasi kepada pihak-pihak terkait, sekaligus meluruskan
bagaimana posisi Yayasan Keadilan untuk semua dan juga dari IHH.

b. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sudah membaca apa yang menjadi kegiatan
dari IHH ini, suatu kegiatan yang sangat terbuka, transparan khususnya
untuk bantuan kepada negara-negara yang mengalami musibah termasuk
pernah mambantu Indonesia ketika di Aceh terjadi Tsunami di tahun 2004,
dan mempunyai hubungan dengan organisasi-organisasi serupa di negara-
negara lain seperti Islamic Relief dll.

c. Dari profil ini bisa dilihat bahwa IHH mempunyai track record yang sangat
bagus dalam usaha untuk membangun dan juga dalam hal memberikan
bantuan kemanusiaan kepada negara atau wilayah yang terkena bencana.

d. Akan menyampaikan hal ini kepada pihak kepolisian Republik Indonesia
sebagai bentuk klarifikasi juga kepada Komisi Ill DPR RI karena ada RDP-
nya. Supaya nanti klarifikasi-klarifikasi ini sekaligus meluruskan dan
mengklarifikasi karena kalau memang benar terjadi satu tuduhan kepada
IHH sementara itu bukan pada tempatnya tentu ini akan menjadi masalah,
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10.

11.

12.

13.

pihak IHH secara tegas dinyatakan bahwa ini tidak ada kaitan dengan ISIS
maupun kegiatan-kegiatan diluar kamanusiaan.

=

V L=ilzs

Selasa 21 Maret 2017, Menerima audiensi Pemuda LIRA (Lumbung Informasi

Rakyat)

Catatan :

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap LIRA tetap mengedepankan

keterbukaan informasi publik yang tidak hanya kritis menyikapi berbagai hal

menyangkut penyalah-gunaan wewenang (abuse of power) tetapi juga kritis
dalam menyikapi kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintah.

Kamis 23 Maret 2017, Menghadiri Pelantikan Sekretaris Jenderal DPR RI oleh

Ketua DPR RI.

Kamis 23 Maret 2017, Menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Pekerja

Indonesia (KSPI).

Catatan :

a. Menyampaikan terima kasih bahwa sudah mendengar dan mengerti kira-
kira duduk persoalan yang terjadi pada rekan-rekan Serikat Pekerja
GOKAM di Serikat Pekerja di Smelting, dan nanti akan dipelajari dan
sekaligus mungkin beberapa aspirasi yang disampaikan terkait dengan
pekerja tetap yang di PHK untuk bisa dipekerjakan kembali dengan
sewajarnya.

b. Akan membuat surat, agar dibuatkan surat yang resmi terlebih dahulu selain
laporan, sehingga bisa langsung menyurati untuk diteruskan kepada pihak-
pihak terkait, dalam hal ini langsung bisa ke PT-nya atau kepada instansi
lainnya. Surat tersebut langsung dikirimkan kepada Wakil Ketua DPR RI/
Korpolkam terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan soal pekerja dan
lain-lain.

Kamis 23 Maret 2017, Menerima audiensi dari Pengurus Induk Koperasi Tenaga

Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (Inkop TKBM). Delegasi menyampaikan aspirasi

terkait pandangan negative Kemenhub tentang koperasi.

Catatan:
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14.

15.

16.

17.

18.

a. Menyatakan bahwa negara mendudukkan koperasi sebagai sokoguru
ekonomi, sebagai usaha bersama. Karena itu koperasi jangan ditindas,
justru dikembangkan, diberi fasilitas, koperasi juga adalah perintah dari
konstitusi.

b. Menerima aspirasi terkait pungli dan menyampaikan harus ada kejelasan
soal tarif. Disinilah perlu koreksi kalau ada temuan di lapangan tapi jangan
menyalahkan kepada bentuk koperasi melainkan oknumnya.

c. Akan meneruskan aspirasi ini dengan mengirimkan surat untuk
mengingatkan kepada Kementerian terkait bagaimana mendudukkan
masalah koperasi TKBM ini bisa bekerja dengan baik.

Senin 27 Maret 2017, Menghadiri dan pembicara dalam Diskusi Publik Pemikiran

dan Perjuangan Tan Malaka, di Ruang Operation Room DPR RI.

Senin 27 Maret 2017, Menerima audiensi dari Presdir PT. Kereta Api Borneo

(Sergey Kuznetsov). Delegasi menyampaikan perkembangan terkait

pembangunan rel kereta di Kalimantan Timur.

Catatan :

a. Wakil Ketua DPR RI/Korpokam, menyatakan dukungannya terhadap
investasi dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia, apalagi bidang
infrastruktur didaerah-daerah yang sulit, dimana selama ini banyak pihak
yang merasa kurang tertarik.

b. Kedatangan pihak PT. KAB pada waktu yang lalu guna mengadukan
persoalan tenaga kerja, pajak, dan lain sebagainya. la juga menyatakan
dukungannya atas pelaksanaan proyek kereta api tersebut, dan
mempertanyakan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam
merealisasikannya.

c. Prioritas pertamanya akan membangun pelabuhan terlebih dulu, baru
kemudian Techno Park, dan setelah itu kereta api. Pembangunan kereta api
ini merupakan prioritas ketiga, dan fase pertama pembangunan kereta api
tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Terkait kendala teknis
dilapangan, saya kira pihak Kereta Api Borneo dapat menyelesaikannya
dengan cepat.

Rabu 29 Maret 2017, Menerima audiensi dari Panitia pameran Adi Wastra

Nusantara 2017, yang menyampaikan sejumlah masukan untuk memajukan

industri kain di Indonesia.

Catatan :

a. Menyampaikan saran agar ada pendataan kain dari seluruh Indonesia.

b. Menyampaikan mempersilahkan bila ada rencana untuk pameran kain di
DPR RI, kerjasama dengan Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR-RI.
Kamis, 30 Maret 2017, Menerima audiensi dengan DPD Gerindra Sulawesi

Barat.

Kamis, 30 Maret 2017, Menerima perwakilan Pendemo Peternak Ayam Petelor.

Delegasi menyampaikan aspirasi terkait berbagai upaya untuk meningkatkan

daya saing peternak telor ayam di Indonesia.

Catatan :
Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta surat yang ditujukan langsung kepada
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk dapat diteruskan kepada instansi terkait
tentang tuntutan-tuntutan atau permintaan-permintaan yang menjadi aspirasi
masyarakat.

Kamis 30 Maret 2017, Menghadiri Dinner Reception dengan H.E. Ahmed bin

Ebrahim Rashed Al Mulia (Speaker of the Council of Representatives Bahrain)

di Fairmont Hotel Jakarta.

Kamis 6 April 2017, Menerima audiensi dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Catatan :

Menyampaikan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum IKM dan

mengharapkan kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya, dan mengharapkan

IKM ini bisa bekerjasama dengan organisasi lain

Selasa 11 April 2017, menerima audiensi dengan DPP lkatan Mahasiswa

Muhammadiyah, yang menyampaikan undangan kepada Wakil Ketua DPR

RI/Korpolkam untuk hadir pada Muker DPP IMM.

Catatan :

a. Menyampaikan Insya Allah akan hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional di
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Mengharapkan mahasiswa sebagai agen perubahan dan mendorong agar
mahasiswa menjadi bagian penting dalam memberikan kritik kepada
pemerintah agar kebijakan yang dilakukan pemerintah benar-benar
memberikan manfaat kepada rakyat.

Rabu 12 April 2017, Menerima audiensi dengan Serikat Pekerja Paguyuban

Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia (SP-PSCMTI), yang menyampaikan

aspirasi terkait perhatian pemerintah terhadap hak-hak pekerja awak mobil

tangki Indonesia.

Catatan :

Menyampaikan akan mengirim surat kepada Instansi-Instansi terkait untuk

menindaklanjuti pengaduan dari Serikat Pekerja Paguyuban Solidaritas Crew

Mobil Tangki Indonesia (SP-PSCMTI).

Senin 17 April 2017, Membuka Acara Disabilitas Expo “1 Tahun Undang-Undang

Penyandang Disabilitas” Berkarya Untuk Bangsa.

Senin 17 April 2017, Menerima audiensi dengan Tim Pengacara Muslim, yang

menyampaikan aspirasi terkait kriminalisasi sdr.Al Khathath.

Catatan :

a. Akan melakukan fungsi pengawasan secara langsung akan mendatangi
Mako Brimob Kepala Dua, Depok, Jawa Barat untuk membesuk yang
bersangkutan.

b. Menerima laporan dari Tim Pengacara Muslim bahwa saat ini kondisi Al
Khathathath dalam keadaan baik namun tidak boleh dijenguk, padahal
status hukumnya saja belum jelas hanya atas dugaan makar yang tidak
mendasar kepada Al Khathathath, sebagaimana tuduhan terhadap tokoh
masyarakat yang kritis lainnya.

c. Akan meneruskan hasil audiensi dengan berkirim surat kepada Kepolisian
mengenai kelanjutan kasus hukum yang diterima oleh Al Khathath.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Kamis 20 April 2017, Menjadi Keynote speaker pada Seminar Nasional Wanita
Tani dengan Tema “ Peran Wanita dalam Meningkatkan Diversifikasi Pangan
untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional” bertempat di Ruang Sidang Komisi IV
DPR RI.

Selasa 25 April 2017, Menerima audiensi dengan Mahasiswa Ul, tentang

Permohonann Narasumber tesis dengan tema “Pemasaran Politik DPP Partai

Gerindra pada Pemilu 2014” dan Pembuatan Skripsi tema “Analisis Agenda

Setting DPR RI”

Rabu 26 April 2017, Menerima Audiensi dengan Indonesia-Asia Institute

(Ray.Hj.Irlisa Rachmadiana, M.M.). Delegasi menyampaikan kesiapannya untuk

dilibatkan dalam upaya penguatan DPR RI.

Catatan :

a. Menyarankan kepada Delegasi Indonesia — Asia Institute bahwa setiap
terjadi pembahasan-pembahasan RUU Indonesia — Asia Institute dapat ikut
serta memberikan masukan untuk memperkuat dan memperkaya kajian
pembahasan RUU tersebut.

b. Menyampaikan bahwa DPR RI juga membutuhkan masukan-masukan dari
Bapak-bapak dan Ibu-ibu terkait dengan bagaimana meningkatkan kinerja,
strategi komunikasi publik.

Rabu 26 April 2017, Menghadiri Undangan menjadi Pembicara dalam Rapat

Pleno Wantim MUI ke 17 tentang Agenda Dialog Politik Islam, dengan tema

“Membangkitkan Marwah Politik Umat Islam.

Senin 27 April 2017, Menjadi Narasumber pada seminar nasional dengan tema

“‘Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan”.

Kamis 4 Mei 2017, Membuka pameran Keris Nasional Mahakarya Keris

Majapahit , memperingati Hari Keris Dunia 19 April 2017.

Rabu,10 Mei 2017, menerima audiensi dari Delegasi Hizbut Tahrir Indonesia,

terkait adanya wacana pemerintah dalam pembubaran Ormas HTI.

Catatan :

a. Menyampaikan bahwa pijakan keormasan di Indonesia diatur
dalamUndang-Undang Nomor 17 tahun 20013 tentang Keormasan,
kemudian juga Undang Undang Dasar 1945 sendiri yang telah menjamin
hak untuk berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara.

b. Mengatakan pada intinya apa yang menjadi konsen dari rekan-rekan di
Hizbut Tahrir dan apalagi sudah mengikuti prosedur terutama organisasi
parpol dengan surat keterangan terdaftar SKT tahun 2002.

c. Meminta agar HTI mengirimkan dokumen-dokumen terkait yang disebut
yaitu SKT Kesbangpol 2002 dan surat yang menyatakan badan hukum
tahun 2014 sebagai perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM tentu
ini melalui kajian.

d. Dalam hal ini menyampaikan pemerintah tidak bisa sewenang-
wenang/gegabah didalam memberikan suatu kebijakan terkait dengan
pembubaran sebuah organisasi.
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e. Sebagai wakil rakyat akan meneruskan ini kepada pemerintah untuk
meninjau kembali dan mencabut rencana untuk membubarkan organisasi
HTI, sesuai harapan dari Hizbut Tahrir.

KUNJUNGAN KERJA DALAM NEGERI

1.

Jumat - Minggu, 24 s.d. 26 Maret 2017, Mengadakan kunjungan untuk
menghadiri undangan Festival Silat Cimande ke 3 di Cimande Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat.

Kamis 30 Maret 2017, Mengadakan Kunjungan masalah kasus tanah H. Sjech
Muhammad Al-Hamis dengan Kodam Jaya bertempat di Kelurahan Gedong
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Jumat - Sabtu, 14 s.d. 15 April 2017, Mengadakan Kunjungan ke Kabupaten 50
Kota Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menghadiri undangan Khaul
Penutup dan Peresmian Patung Tan Malaka.

Selasa 18 April 2017, Mengadakan Kunjungan ke Mako Brimob Kelapa Dua,
Depok tempat ditahannya Ustad Muhammad Al Khaththath, sebagai pimpinan
Demontrasi 313, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam kunjungan tersebut
didampingi oleh Anggota Komisi lll DPR RI. Kunjungan ini merupakan tindak
lanjut dari pengaduan masyarakat tanggal 17 April 2017.

Selasa 25 April 2017, mengadakan kunjungan Lapangan Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam ke Kampung Aquarium Jakarta Utara, peringatan 1 (satu) Tahun
Penggusuran Kampung Aquarium.

Senin 8 Mei 2017, mengadakan kunjungan ke Nanggroe Aceh Darusalam, dalam
rangka menghadiri undangan sebagai Narasumber Stadium General dengan
tema Revisi UU Pemilu Menuju Indonesia yang Lebih Demokratis di UIN Ar-
Ranyry Banda Aceh. Serta, Ceramah Umum Penas Aceh dengan tema
Mewujudkan Petani Makmur Menuju Indonesia Raya.

Rabu 10 Mei 2017, Mengadakan Kunjungan ke Lapas Kelas Ill ke Gunung
Sindur, Bogor, dalam rangka menyerap aspirasi Warga Binaan dalam lapas.
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KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

1.

2.

Pada hari Rabu - Selasa 10 s.d. 16 Juni 2017, Mengadakan Kunjungan Muhibah
ke Negara Republik Georgia.
Dalam Kegiatan Muhibah, delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan
beberapa instansi/lembaga negara, yaitu:
a. Pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Georgia (Hon. Mr. Giorgi Volski)
b. Pertemuan dengan Deputi Menteri Pertanian Georgia (Mr. Nodar
Kereselidze)
c. Pertemuan dengan Deputi Menteri Luar Negeri Georgia (Mr. David Zalkaliani)
d. Pertemuan dengan Ketua Komite Bidang Pertanian Parlemen Georgia (Mr.
Otar Danelia)
e. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Georgia (Mr. Irakli Kobakhidze)
Pertemuan-Pertemuan dalam Kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam ke Georgia berjalan dengan lancar dan hangat. Beberapa hasil
pertemuan yang akan ditindaklanjuti antara lain agenda pembentukan Grup
Kerja Sama Bilateral antara Parlemen Indonesia dan Georgia, upaya
pembukaan Kantor Perwakilan Indonesia di Georgia, upaya mempercepat
kebijakan bebas visa dari Indonesia ke Georgia, dan meningkatkan hubungan
diplomatik kedua negara melalui dukungan Indonesia di Forum PBB terkait
kedaulatan Georgia terkait tekanan dari Rusia, serta dukungan Georgia atas
dalam pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan
PBB.

Kamis - Minggu, 18 s.d. 20 Mei 2017, Memimpin Delegasi DPR RI dalam rangka
menghadiri The Second Global Legislative Openness Conference di Kiev-
Ukrania.

MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2016-2017

Selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017, Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam telah  melaksanakan tugas memimpin/menghadiri  rapat-
rapat/pertemuan sebagai berikut:

34



Menerima Tamu Asing

1.

2.
3.

Rabu, 24 Mei 2017, Menerima Duta Besar Venezuela, H.E. Gladys Francisca

Urbaneja Duran.

Kamis, 8 Juni 2017, Menerima Duta Besar Qatar

Senin, 19 Juni 2017, Menerima Duta Besar Meksiko (H.E. Mr. Federiko Salas)

Catatan:

Menyampaikan dukungan Indonesia kepada Meksiko dalam meningkatkan

kerjasamanya dengan Indonesia, mengingat hubungan kedua negara sangat

kuat dan telah berlangsung sejak lama.

Senin 17 Juli 2017, Menerima Kunjungan delegasi Wakil Ketua Parlemen Rusia

H.E Mr. llyas Umahanov.

Catatan:

a. Berharap dapat berpartisipasi dalam Pertemuan 137 tahun IPU yang akan
diselenggarakan pada tanggal 14-18 Oktober 2017 di St. Petersburg, Rusia.

b. Menyatakan dukungannya atas inisiatif Hari Parlemen Dunia yang digagas
oleh Rusia. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa parlemen merupakan
wujud dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

c. Menyampaikan undangan secara langsung kepada Delegasi Parlemen
Rusia untuk hadir pada World Parliamentary Forum pada 5-7 September
2017.

d. Membahas mengenai Investasi Rusia di Kalimantan Timur dan Sukhoi SU-
35, dan berharap agar Rusia melakukan investasi lain di Indonesia

Selasa 18 Juli 2017, Menerima Kunjungan Delegasi Pakistan Institute of

Legistative Development dan Transparancy.

Catatan:

a. Melihat demokrasi dan Islam pada dasarnya dapat berjalan seiring. Hal ini
dikarenakan, nilai-nilai ekstrimisme pada dasarnya tidak dibenarkan pada
ajaran agama lIslam. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
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6.

7.

8.

percaya bahwa mayoritas masyarakat muslim Indonesia merupakan muslim
moderat.

b. Membahas mengenai DPR sebagai lembaga legislatif, Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam menjelaskan terdapat 11 (sebelas) komisi dan 5 (lima) badan
alat kelengakapan DPR RI. Harapan kedepannya, Wakil Ketua DPR
RI/Korpolkam berharap terdapat kerjasama yang terus terjalin, antara lain
kerjasama dibidang kemaritiman.

Senin 31 Juli 2017, Menerima Kunjungan Parlemen Korea didampingi Duta

Besar Republik Korea untuk Indonesia.

Rabu 2 Agustus 2017, Menerima Duta Besar Indonesia LBBP untuk Selandia

Baru (Bapak Tantowi Yahya) Samoa dan Tonga Wallington.

Kamis 3 Agustus 2017, Menerima Kunjungan Duta Besar Armenia, H.E.Mrs.

Anna Aghadjanian.

Catatan:

a. Menyampaikan terima kasih atas kunjungannya dan berharap agar
hubungan Indonesia dan Armenia bisa ditingkatkan.

b. Menyampaikan akan memenuhi undangan untuk berkunjung ke Armenia
guna meningkatkan hubungan kedua negara

Rapat Konsultasi/Koordinasi

1.

Jumat 7 Juni 2017, Memimpin Rapat Pansus didampingi Wakil Ketua DPR
RI/Korekku (Dr. H. Taufik Kurniawan) Pansus Angket Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam rangka pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus KPK
Kamis 20 Juli 2017, Memimpin Rapat Pleno BKSAP DPR RI, dengan acara
Penetapan Pimpinan BKSAP Periode 2014-2019. Sdr.Tantowi Yahya (FPG)
digantikan oleh Sdri.Siti Hediati Soeharto S.E. (FPG).

Pertemuan dengan delegasi masyarakat/konstituen atau kegiatan lainnya

1.

Kamis 24 Mei 2017, Menerima Audiensi dari Asosiasi Delegasi lImuwan
Administrasi Negara. Delegasi menyampaikan sejumlah masukan terkait
dengan penanganan permasalahan bangsa dalam bidang kemiskinan,
ketimpangan, pembangunan, dan otonomi daerah.

Catatan:

a. Mengatakan yang disampaikan oleh Prof. Hanif adalah :

- Kemiskinan

- Persoalan Otonomi Sentralisasi dan Desentralisasi

- Soal Perbatasan.

Kalau masalah ini didiskusikan pasti akan panjang, tetapi ini adalah titik yang
krusial, kalau masalah kemiskinan adalah masalah struktural, persoalan ini
hanya bisa diselesaikan dengan sejumlah policy intervention juga
struktural.

b. Masalah institution sangat menarik, terutama mengenai wacana
resentralisasi dan harmonisasi Undang-undang yang masih banyak yang
bertentangan satu sama lain. Sehingga tidak ada garis ideologi yang jelas
didalam rezim Otonomi Daerah, rezim apa yang kita harapkan.
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Menyampaikan bahwa sekarang dengan adanya rezim di Tingkat Provinsi
ada satu kendali sudah dianggap sebagai Desentralisasi, hal ini perlu ada
diskusi khusus terhadap permasalah ini.

Masalah perbatasan meskipun pemerintah mungkin membuat suatu tempat-
tempat fisik yang bagus didaerah tetapi pelayanannya patut diuji.

Di DPR saat ini ada tim pemantau daerah perbatasan yang juga meneliti,
kalau ada masukan-masukan tentang daerah perbatasan bisa disampaikan
kepada kami secara tertulis lebih bagus supaya distribusinya lebih mudah.
Menyampaikan terima kasih kepada lImuwan Administrasi Negara, kedepan
bisa kerjasama diskusi asosiasi, atau FGD kalu bisa dilakukan itu akan jauh
lebih produktif sebagai masukan kita terutama dari rekan-rekan asosiasi
punya sejumlah pemikiran-pemikiran untuk melakukan harmonisasi maupun
revisi terhadap Undang-undang yang terkait dengan Otonomi Daerah,
masalah Perbatasan atau Kemiskinan, dan ASN.

Rabu 24 Mei 2017, menerima audiensi Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) perihal
Indonesia International Book Fair 6-10 September 2017.

Catatan:

a.

b.

Menyampaikan terimakasih kepada IKAPI atas masukan-masukannya dan
agar IKAPlI membuat semacam kajian dari hasil kajian itu semacam
masukan untuk PP-nya, seperti apa jadinya dan kita bisa mengawal PP
tersebut tidak semuanya versi Pemerintah saja.

Untuk koleksi-koleksi buku pribadi Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam siap
membantu dalam pameran nanti.

Kamis 24 Mei 2017, Menerima Audiensi Partai Islam Damai Aman (IDAMAN).
Delegasi menyampaikan sejumlah pandangan tentang Islam, Demokrasi, dan
Kebangsaan.

Catatan:

a.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memandang apa yang disampaikan oleh
Partai ldaman merupakan kenyataan yang sebenarnya bahwa tidak ada
satu kontradiksi antara Islam dengan Kebangsaan.

Secara pribadi Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mempunyai pandangan dan
pendapat yang sama dengan Partai Idaman, bahwa persoalan yang
menyangkut masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah
sudah jelas, kemudian masalah Pancasila tidak ada pertentangan dengan
agama manapun, dan soal pluralisme sudah ditunjukkan bahwa selama ini
tidak ada kejadian-kejadian kepada yang dituduhkan tersebut, masalah
toleransi dan juga hari-hari besar nasional dari semua agama diakomodasi
yang tidak ada prakteknya di negara-negara lain.

Menyampaikan terima kasih atas satu komitmen bersama terutama apa
yang disampaikan bahwa partai Ildaman berniat dan berpihak menjadi
perekat bangsa dan juga pemersatu, inilah kita harapkan bersama. Mudah-
mudahan bangsa yang besar ini, bangsa yang terdiri dari berbagai macam
suku bangsa, agama ras tidak terpecah belah. Tentu sikap Partai Idaman ini
akan disampaikan juga sebagai aspirasi yang menunjukkan bahwa tidak
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10.

ada masalah dengan persoalan-persoalan yang sudah menjadi komitmen
dan pilar kebangsaan ini.
Jumat 26 Mei 2017, menerima Ahli Sejarah DPR RI (Prof. Susanto Zuhdi dkk)
dan Pejabat Setjen DPR RI. Dalam pertemuan tersebut dibahas perihal perlunya
penulisan dan penyusunan kesejarahan parlemen Indonesia yang solid.
Catatan:
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI diharapkan kerjasama dengan
Ahli Sejarah untuk menyusun Buku sejarah Parlemen Indonesia sejak Volksraad
sampai masa Reformasi yang dibuat secara periodik atau tematik.
Selasa, 30 Mei 2017, menerima audiensi Mahasiswa Magister [IPB. Delegasi
menyampaikan sejumlah pandangan perihal pembangunan sektor pertanian di
Indonesia.
Catatan:
a. Berharap mahasiswa IPB turut menyuarakan dengan lantang sektor
pertanian karena kesejahteraan negara berada pada sektor pertanian.
b. Menyampaikan bila ingin menuju kedaulatan pangan, nilai tukar petani harus
ditingkatkan, dengan memberi pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan
petani termasuk kebutuhan modal dan lahan.

Selasa 30 Mei 2017, menerima audiensi dengan Seknas FITRA.

Catatan:

a. Menyampaikan bahwa terkait dengan Undang-Undang ASN ini  banyak
juga mendapatkan masukan/aspirasi dari masyarakat, terutama mereka
dalam posisi honorer, dan tuntutan-tuntutan banyak juga disampaikan dalam
bentuk delegasi, demonstrasi dan lain-lain.

b. Mengatakan bahwa memang ada dilema disitu, dapat dilihat di satu sisi
proses rekrutmen yang disebut merit sistemnya tidak terukur. Di sisi lain
kenyataannya memang status honorer ini ada di Masyarakat, dan banyak
klaster-klaster mulai dari Guru, Inseminator, Tenaga Penyuluh, Bidan dan
sebagainya.

c. Akan menyampaikan masukan-masukan ini karena dilema kita ada disitu,
memang undang-undang ini relatif masih baru dan PPnya baru 1 (satu)
nanti akan didorong Pemerintah untuk mempercepat itu.

d. Menyampaikan kalau ada masukan-masukan lain yang terkait itu tadi
honorer dan sebagainya, agar disampaikan secara tertulis kepada kami.
Rabu 31 Mei 2017, Menerima audiensi dengan Indonesia Asia Institute, yang
menyampaikan kesediaannya dalam pelibatan upaya penguatan kinerja DPR RI.
Selasa 13 Juni 2017, Mendampingi Ketua DPR Rl membuka Bazar di DPR RI.
Selasa 13 Juni 2017, Mendampingi Ketua DPR RI menerima Ketua BPK RI

dalam acara Penyerahan hasil investigasi pada PT Pelindo II.

Selasa 13 Juni 2013, menerima audiensi PB Pelajar Islam Indonesia (PIl), yang

menyampaikan perkenalan kepengurusan Pll yang baru terbentuk.

Catatan:

a. Menyampaikan selamat kepada Pengurus PIlI atas terpilihnya Saudara
sebagai Pengurus yaitu Ketua, Sekjen maupun pengurus lainnya, mudah-
mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik.

38



11.

12.

13.

b. PIlI adalalah organisasi yang sudah cukup lama berdirinya hampir sama
dengan HMI hanya berbeda 3 (tiga) bulan.

c. Kiprah PII cukup banyak dalam pentas sejarah dimasa lalu, meskipun dalam
waktu-waktu belakangan terutama di tahun-tahun 80-an dinamika sendiri
tidak terlalu banyak organisasi memfokuskan kepada pelajar organisasi
ekstra seperti Muhammadyah ada pelajar dan NU ada pelajar tetapi Pll lebih
umum, mestinya PIl bisa menggarap satu sekmen pelajar yang jumlahnya
sangat besar.

d. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam siap menghadiri kalau ada semacam
silaturahim yang akan datang dan progresnya itu kedepan harus
rasionalisasi dan konstitusional.

Kamis 15 Juni 2017, Menerima audiensi Adi Wastra Nusantara, yang

menyampaikan undangan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk

berpartisipasi dalam pameran Adi Wastra Nusantara.

Catatan:

a. Terkait mekanisme dukungan, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan
menyampaikan ke Wakil Ketua Komisi X DR RI (Sutan Adil Hendra)
dilanjutkan bertemu dengan B-Kraf.

b. Berencana akan meminjamkan keris dan wayang koleksinya untuk dapat
dipamerkan di pameran Adiwastra Nusantara.

Kamis 15 Juni 2017, Menerima audiensi Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa

dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS).

Catatan:

a. Menyampaikan terima kasih dan menerima undangan tanggal 22 Juli 2017,
nanti akan dilihat suratnya mudah-mudahan tidak ada acara.

b. Menyampaikan bahwa Organisasi KMA-PBS ini sering didengar, mudah-
mudahan alumni KMA-PBS ini terus bisa berkiprah dan jumlahnya yang
menerima beasiswa ini cukup banyak dan agar diteruskan masalah
silaturohim ini.

c. Menyampaikan bahwa Bapak Prabowo sendiri tetap kita dorong tetap maju
sebagai Calon Presiden RI.

Senin 19 Juni 2017, menerima audiensi PT. Jakarta International Container

Terminal, yang menyampaikan aspirasi terkait perkembangan isu kasus di PT

Pelindo.

Catatan:

a. Menyampaikan bahwa Ketua BPK datang ke DPR untuk menyampaikan
hasil audit terhadap perpanjangan kontrak JICT ini. Menurut bukti-bukti yang
ada, ditambah hasil audit investigasi BPK, perpanjangan kontrak JICT cacat
hukum dan merugikan negara Rp 4,08 trilyun selain kasus JICT ada
persoalan lain terkait global bond.

b. Kalau kita melihat sejauh ini pansus yang dipimpin oleh Ibu Rieke dan
kawan-kawan sejak 2015 sudah menjalankan tugasnya termasuk
rekomendasi sementara yang waktu itu disampaikan ke PIt. Ketua DPR
yang dijabat oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dan langsung ditanda
tangani dan terus langsung berjalan Pansus ini apalagi sudah ada laporan
BPK sehingga ada sesuatu yang jelas, ada angka keluar yang jelas yang
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

formal karena BPK juga mengisahkan bagaimana untuk mendapatkan itu
tidak mudah.

c. Tentang Pengelolaan riilnya sekarang seperti apa yang terjadi di lapangan
siapa yang mengelola pelabuhan tersebut tetapi sependapat dengan kawan-
kawan seharusnya pengelolaan ini kan bukan persoalan yang luar biasa
pasti orang-orang kita bisa melakukan sendiri, apalagi hal ini sudah
berlangsung cukup lama, dan juga sudah belajar dari pola yang dilakukan
oleh Hutchison. Hal ini akan disampaikan juga sebagai aspirasi kepada
Pemerintah terutama yang mengambil kebijakan ini.

d. Mengharapkan dokumen resmi semacam surat yang tertulis untuk
diteruskan kepada instansi-instansi terkait kalau perlu dilampirkan Tahun
2014 yang pernah menulis surat atau mengeluarkan semacam kalkulasi
kerugian negara bisa mencapai 3,6 trilyun

Senin 3 Juli 2017, menerima Keluarga Mahasiswa Al Azhar Kairo, yang

menyampaikan pengaduan perihal adanya penahanan mahasiswa Indonesia di

Kairo.

Catatan:

a. Menyampaikan terimakasih atas informasi yang telah disampaikan
meskipun secara lisan sudah mendengar sedikit kasarnya dari kawan-
kawan pada intinya ada 4 warga negara yang 3 ditahan di Samanud tanpa
ada kejelasan status.

b. Menyarankan bahwa hal ini saya terima sebagian dari aspirasi, tetapi kami
membutuhkan dokumen tertulis yang menjadi dasar termasuk kronologi
yang diceritakan dan juga permintaan pihak yang melakukan advokasi dari
keluarga, sehingga Watua DPR RI bisa menyurati Duta Besar kita di Kairo
dan juga bisa mengundang Duta Besar Mesir di Jakarta untuk membantu
kita dan juga Menteri Luar Negeri dan bisa saya tembuskan ke Komisi |
untuk menjadi bahan kalau kasus ini berkepanjangan

Rabu 5 Juli 2017, Mendampingi Ketua DPR RI, melantik Drs. H. Mardian Umatr,

M.M. menjadi Deputi bidang Administrasi Setjen DPR RI.

Kamis 6 Juli 2017, Mendampingi Ketua DPR RI, Halal Bi Halal Pimpinan DPR

RI dengan Anggota DPR RI dan Pegawai Setjen DPR RI.

Kamis 6 Juli 2017, Pertemuan dengan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan

Sumatera Barat.

Kamis 6 Juli 2017, Menghadiri Diskusi Solusi Nasional dengan tema “Quo Vadis

RUU KUHP dan KUHAP di DPR RI.

Kamis 6 Juli 2017 Menerima Delegasi Pengurus ISAFIS (Indonesian Student

Association for International Studes)

Catatan:

Mendukung segala partisipasi anak muda Indonesia dalam diplomasi. Beberapa

hal juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam antara lain :

a. ISAFIS kini sudah berkembang kearah yang lebih baik melalui kegiatan-
kegiatan.

b. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyarankan perlunya ISAFIS menjalin
hubungan dengan institusi pemerintah dan pihak kedutaan.
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20.

21.

22.

23.

24.

c. Melalui institusi DPR Wakil ketua DPR RI/Korpolkam menyarankan ISAFIS
untuk terlibat dalam kegiatan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen
(BKSAP), yang memiliki tugas untuk meningkatkakn hubungan kerjasama
antara DPR dan parlemen negara lain baik secara bilateral, multilateral, dan
regional.

d. Wakil Ketua DPRP RI/Korpolkam mengundang ISAFIS untuk menghadiri
pada kegiatan Internasional Parliamentary Union (IPU) yang diagendakan
akan diselenggaran pada tanggal 13 Juli 2017. Selain itu ISAFIS juga
diharapkan dapat lebih aktif dalam UN Parlementary Assembly (APA)
Kerjasama ini dapat dilakukan melalui kerjasama ISAFIS dengan BKSAP.

Selasa 18 Juli 2017, Menghadiri undangan dari Indonesia Lawyer Club (ILC)

dengan tema “ Panas Setelah Perppu Ormas”.

Selasa 18 Juli 2017, Menerima Delegasi 13 Ormas Islam yang menyampaikan

menolak keras terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017.

Catatan:

a. Menyampaikan terimakasih kepada tokoh-tokoh Islam, Ulama, atas
masukan dan partisipasinya yang telah disampaikan tadi.

b. Menjelaskan terkait dengan yang disampaikan tentang tindak lanjut yang
bisa ditempuh yudicial review ke Mahkamah Konstitusi dan juga tentu ada
di DPR. Didalam Undang-Undang Dasar kita memang Pemerintah
mempunyai hak membuat PERPPU tentu dengan persyarakat adanya
kegentingan yang memaksa, yang harus dikeluarkan PERPPU tanpa melaui
prosedur yang biasa ditempuh biasanya antara Pemerintah dengan DPR
yaitu melalui Rancangan Undang-Undang, usulan Undang-undang baru
atau revisi terhadap undang-undang yang sudah ada.

c. Menyampaikan kepada 13 Ormas Islam bahwa sampai hari ini DPR belum
pernah menerima PERPPU tersebut dan kalau memang PERPPU ini sudah
dikeluarkan dalam Masa Persidangan ini sesuai ketentuan Undang Undang
Dasar maka DPR akan membahas atau menindaklanjutinya pada Masa
Sidang yang akan datang, atau tanggal 16 Agustus 2017 keatas.

d. Menyampaikan tentang mengenai diterima atau ditolaknya PERPPU ini
tentu yang akan menentukan adalah Fraksi-fraksi yang ada di DPR.

e. Menyarankan alangkah baiknya ikut berbicara langsung kepada Fraksi-
fraksi yang ada untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

f.  Menerima pernyataan sikap dari Ormas-ormas lain yang dititipkan.

Jumat 21 Juli 2017, Menghadiri undangan Sarasehan lkatan Keluarga Minang

(IKM) di Ruang Pustakaloka, DPR RI.

Selasa 25 Juli 2017, Menerima Yayasan Hari Puisi Indonesia yang

menyampaikan undangan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk

menghadiri Hari Puisi pada 4 Oktober 2017.

Catatan:

Menyarankan untuk segera membuat surat tentang permintaan donatur dan

akan didorong permintaan donatur tersebut.

Selasa 25 Juli 2017, Menerima DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia,

yang menyampaikan aspirasi terkait keresahan masifnya tenaga kerja asing di

Indonesia.
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25.

26.

27.

Catatan:

a. Menyampaikan bahwa aspirasi ini sudah diterima dan akan diteruskan, dan
disarankan agar suratnya disampaikan kembali dan ditujukan kepada Wakil
Ketua DPR RI/Korpolkam untuk dibawa ke Rapim DPR RI, dan akan
dibicarakan dengan Korbidnya, yaitu yth. Bapak Fahri Hamzah yang
membawahi Komisi IX dan yth. Bapak Agus Hermanto yang membawahi
Komisi VI, supaya menjadi keputusan Rapim, sedangkan aspirasi yang lain
akan disampaikan kepada instansi terkait.

b. Menyarankan agar surat tersebut bisa disampaikan kepada Korpolkam
untuk di registrasi.

Kamis 27 Juli 2017, Membuka Silatnas Raja-Sultan Nusantara di Gedung

Pustakaloka DPR RI.

Kamis 27 Juli 2017, Menerima Audiensi dari Barisan Muda Persatuan Islam

(BMPI), yang menyampaikan kritiknya terhadap terbitnya Perppu Nomor 2 tahun

2017.

Catatan:

a. Menyampaikan terima kasih kepada Barisan Muda Persatuan Islam
Indonesia yang telah datang ke DPR.

b. Sudah mendengar apa yang menjadi konsen aspirasi terkait khususnya
tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang terkait dengan Ormas, saya
secara pribadi dan secara Fraksi juga menolak Perppu tersebut pada masa
sidang yang akan datang.

c. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua HIMA Persis bahwa Peta di DPR
itu belum berimbang. Untuk itu Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
menyarankan agar rekan-rekan itu membuat satu kajian tertulis, aspirasi
disampaikan kepada Wakil ketua DPR RI/Korpolkam nanti akan diserahkan
kepada Fraksi-fraksi.

d. Disarankan juga oleh wakil Ketua DPPR RI agar menulis surat kepada
Fraksi-fraksi untuk menolak Perppu ini.

e. Mengatakan bahwa Perppu ini tidak ada urgensi yang memaksa.

Menyampaikan bahwa untuk memperjuangkan aspirasi juga harus ada

keseriusan dari rekan-rekan organisasi kalau mau menolak tentu

menyampaikan aspirasinya kepada sejumlah Fraksi, kepada pihak
pemerintah yang mengeluarkan perppu karena kita sepakat bahwa Undang-

Undang Ormas yang ada sebenarnya menyasar kepada kelompok-

kelompok yang mau mengganti Pancasila atau kelompok-kelompok Kkiri.

g. Menerima aspirasinya, pernyataannya kemudian akan disampaikan kepada
Fraksi-fraksi, tapi kawan-kawan juga melaksanakan hal yang sama.

Kamis 27 Juli 2017, Menerima Audiensi Mantan Anggota Parlemen Malaysia

bersama Pengurus Paguyuban Mantan Anggota DPR RI (Padmanagri), yang

tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan DPR RI.

Catatan:

Menyampaikan bahwa inisiatif yang sangat-sangat berharga karena belum

terfikirkan bahwa ada organisasi mantan Anggota Dewan ternyata bukan hanya

di Indonesia tetapi juga di Malaysia, mungkin juga ada di negara-negara lain

artinya walaupun mantan DPR mereka berkiprah di banyak organisasi di

—h
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

masyarakat mungkin di Bisnis masih ada juga di Pemerintahan juga Saya fikir ini

jadi mantan secara periodik berarti di Indonesia ada 560 orang, sehingga

anggota dari Padmanagri pasti setiap 5 tahun bertambah 560 orang.

Senin 31 Juli 2017, Menghadiri Undangan TVRI tentang Dialog TVRI, tentang

Pameran Filateli di Bandung.

Senin 31 Juli 2017, Menerima Audiensi Pengurus Wilayah Majelis Adat Budaya

Melayu Indonesia (PW MABMI) DKI, yang menyampaikan undangan kepada

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam pada cara Upgrading Nasional PW MABMI.

Catatan:

a. Siap menghadiri acara Upgrading Nasional Pengurus Wilayah Majelis Adat
Budaya Melayu Indonesia (PW. MABMI), yang akan diselenggarakan pada
hari Jumat, 4 Agustus 2017 dan siap sebagai Narasumber dalam acara
tersebut.

b. Meminta agar MABMI menyiapkan tema acara dimaksud.

Senin 31 Juli 2017, Menerima Audiensi dari USINDO Sammer Studies, yang

meminta pandangan dari Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam terkait sejumlah isu

politik dan ekonomi di Indonesia.

Catatan:

a. Memberikan apresiasi kepada United States Indonesia Society (USINDO)
saat menerima kunjungan 10 orang Mahasiswa USINDO Summer Studies.

b. Apa yang dilakukan USINDO sebagai diplomasi kebudayaan. Mereka bisa
membawa budaya Indonesi, paling tidak menjadi semacam ambasador bagi
Indonesia di daerah mereka masing-masing.

Senin 31 Juli 2017, Menjadi Narasumber diskusi Kader Bangsa Fellowship

Program (KBFP) dengan tema Membangun Peradaban Baru Politik Indonesia.

Senin 31 Juli 2017, Menghadiri Peringatan 100 Tahun HB Jassin, di Taman

Ismail Marzuki Jakarta.

Rabu 2 Agustus 2017, Menerima Audiensi dengan Dra. Susilawati Isteri Korban

Hyperbarik RSAL Mintoharjo 14 Maret 2016, yang menyampaikan aspirasi

terkait musibah kematian yang dialami suami dan anaknya dalam kejadian

kebakaran di RS Mintoharjo.

Catatan:

a. Akan menyurati pihak RSAL Mintoharjo dan Kepala Staf Angkatan Laut
(KASAL) untuk menyampaikan hal-hal yang telah disampaikan tadi bahwa
sejak kejadian itu tidak ada komunikasi, ucapan bela sungkawa bahkan
kompensasi yang terkait masalah ini sampai saat ini.

b. Meminta kepada pihak keluarga agar dibuat surat secara tertulis, kronologis
peristiwva tersebut yang diketahui termasuk informasi-informasi yang
simpang siur bahwa putranya bukanlah dokter di Rumah Sakit Mintohardjo.

Rabu 2 Agustus 2017, Menerima Audiensi Yayasan Amal 31 dan Panitia Reuni

Akbar SMA.

Kamis 3 Agustus 2017, Taping Dialog HUT RI ke 72 dengan TVR Parlemen dan

iINews

Kamis 10 Agustus 2017, Menerima Audiensi dari Forum Umat Islam Indonesia

(FUI) dan Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), yang

menyampaikan aspirasinya terkait dugaan penistaan agama oleh saudara Viktor
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37.

38.

Laiskodat.
Catatan:

a.

b.

Menyampaikan terimakasih atas kehadirannya di DPR untuk
menyampaikan sejumlah aspirasi dan informasi yang perlu diketahui.

Akan mencoba menginventarisir laporan yang sudah masuk di MKD, dan
kemudian beberapa banyak laporan yang sudah masuk ke kepolisian dari
berbagai Partai Politik bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat atau dari
Ormas dan nanti juga kita lihat bagaimana polisi menanggapi ini. Kita
berharap segera mungkin nanti juga akan meneruskan aspirasi dari Bapak-
bapak ini ke pihak-pihak terkait.

Mengingatkan jangan sampai justru menjadi kasus seperti Ahok ke I,
karena ini akan menambah kegaduhan baru, harus ada langkah-langkah
hukum sesuai aturan yang berlaku saja. Karena ini adalah negara hukum
mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan tanpa ada kecuali
sesuai dengan bunyi konstitusi kita._Dalam berbagai kasus ini belakangan
ini selalu mengingat jangan sampai ada usaha semacam menutupi sejarah,
kepada tokoh-tokoh umat Islam dimasa lalu termasuk yang berada di dalam
BPUPKI maupn PPKI berbesar hati yang mempertahankan kemudian
merelakan hilangnya 7 kata di dalam piagam Jakarta.

Mengingatkan bahwa NKRI justru dibawah pemerintahan perdana Menteri
Muhammad Natsir (Ketua Umum dari Partai Masyumi). Jadi tidak ada
pertentangan antara Islam dengan kebangsaan, antara Islam dengan
Pancasila, Islam dengan institusi yang ada begitu juga dengan sekarang.
Juga ikut menyuarakan termasuk masalah Perppu ini tidak ada kegentingan
yang memaksa, yang mengharuskan pemerintah membrangus seperti HTI
dan bahkan ada Ormas-ormas lain ini adalah satu bentuk Otoritarianisme
dan bentuk ini harus ditentang dan harus dilawan. Tidak boleh didalam iklim
Demokrasi dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi kita ada pemerintah
yang sewenang-wenang tanpa melalui suatu proses pengadilan
memberikan adjustment secara sepihak secara subyaktif bahwa Ormas A
itu anti Pancasila, Ormas B pro Pancasila dan sebagainya. Jadi selama
mengikuti aturan yang selama ini ada melalui aturan Kementerian Dalam
Negeri sehingga mendapatkan surat maupun Badan Hukum di Kementerian
Hukum dan HAM ada kriminalisasi terhadap Ormas-ormas Islam yang
sudah mengikuti atauran yang ada. Di Inggris negara yang sangat patuh
kepada atauran main dibiarkan bebas untuk berorganisasi. Ini menunjukkan
bahwa di Negara barat mereka taat kepada aturan dan konstitusi mereka.
Disini yang saya kira kita harus mengingatkan pemerintah, janganlah
pemerintah ini  menjadi pemerintahan yang mengarah kepada
otaritarianisme dan bahkan kediktatoran.

Jumat - Sabtu, 11 s.d 12 Agustus 2017, Menjadi Nara Sumber di Universitas
Jambi (UNJA) dengan acara : Sebagai Pembicara Orasi llmiah Wisuda ke 77
UNJA Tahun Akademik 2017-2018.

Senin 14 Agustus 2017, Menerima PPI Mesir, yang menyampaikan aspirasi
terkait penahanan dua mahasiswa Indonesia oleh kepolisian Mesir.

Catatan:
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39.

40.

a. Akan menyampaikan situasi ini kepada Dubes Mesir .

b. Akan mempelajari masalah ini dan kalau ada dokumen-dokumen apa yang
ada agar dikirim termasuk kronologis yang dilaporkan tadi cukup jelas.

c. Akan mengundang Duta Besar Mesir dan terlebih dahulu ditelepon, dan
suratnya dibuat saja supaya kita tahu

Senin 14 Agustus 2017, Menerima Delegasi BEM FT UNJ, yang memberikan

masukan dalam sejumlah isu di bidang politik dan ekonomi, serta bermaksud

mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam kegiatan diskusi di BEM FT

UNJ.

Catatan:

a. Menyampaikan bahwa undangan acara tanggal 21 Agustus 2017, sebagai
pembicara beliau tidak bisa menghadiri undangan dimaksud karena masih
berada di luar negeri sebagai Tim Pengawas Persiapan Haji, untuk lain kali
insya Allah bisa.

b. Menyarankan alangkah baiknya mencoba mengundang yang lain untuk
mengisi acara dimaksud.

c. Menjawab atas pertanyaan BEM FT UNJ tentang Sikap Gerindra saat ini
atas Pansus KPK kami sudah di luar Pansus dan tidak mendukung Pansus
KPK lagi, artinya karena tidak mendukung Pansus maka kita tidak ikut
bertanggungjawab terhadap keputusan Pansus.

d. Menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat untuk acaranya dan
lain waktu kami akan mengisi acaranya.

Senin - Selasa, 14 dan 15 Agustus 2017, Kunjungan ke Sumatera Barat dalam

rangka peresmian Patung Founding Father Empat Pendiri Bangsa.

KUNJUNGAN KERJA DALAM NEGERI

1.

2.

3.
4.

Sabtu 3 Juni 2017, mengadakan Kunjungan ke Bogor Jawa Barat dalam rangka
menghadiri Undangan dari DPRD Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat.

Jumat 16 Juni 2017, mengadakan Kunjungan ke Depok Provinsi Jawa Barat,
dalam rangka menghadiri undangan dari Bpk.H.Rhoma Irama.

Senin 19 Juni 2017 mengadakan kunjungan ke Depok Provinsi Jawa Barat.
Minggu - Senin, 23 s.d 24 Juli 2017, mengadakan kunjungan ke DPRD Malang
Provinsi Jawa Timur.

KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

1.

Jumat - Kamis, 7 s.d 13 Juli 2017 Memimpin Kunjungan Delegasi Muhibah DPR

RI ke Negara Belanda

Dalam Kegiatan Muhibah, delegasi DPR RI melakukan pertemuan/kunjungan ke

beberapa instansi/lembaga negara, yaitu:

a. Pertemuan dengan Duta Besar LB dan BP Republik Indonesia untuk
Belanda (I Gusti Agung Wesaka Puja)

b. Simposium World Justice Forum V di Den Haag

c. Welcome Reception World Justce Forum V di Den Haag

d. Pertemuan dengan Mr. Pier Omtzigt, Chair of the Standing Committee on
Foreign Affairs — Dutch Parliament
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e. World Justice Forum V di Den Haag (Bapak Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
menjadi pembicara pada sesi Concurrent Topical Panels: Combating
Corruption: New Approaches and Proven Strategies)

f. Pertemuan dengan Direktur KITLV, Leiden (Prof. Oostindie)

Pertemuan-Pertemuan dalam Kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR

RI/Korpolkam ke Belanda berjalan dengan lancar dan hangat. Beberapa hasil

pertemuan yang menjadi catatan antara lain :

a. Kerjasama diantara Parlemen Belanda dan Parlemen Indonesia akan
semakin ditingkatkan.

b. Mengundang Parlemen Belanda untuk menjadi anggota GOPAC. Pihak
Parlemen Belanda menyambut baik ajakan ini, dan menyarankan agar
undangan serupa juga disampaikan ke European Parliament di Brussels.

c. Mendorong adanya kerja sama budaya yang lebih erat bagi kedua negara,
khususnya dalam mengembangkan museum di Indonesia.

Senin - Kamis, 17 s.d 20 Juli 2017, Menghadiri Pembukaan dan Sidang-sidang

The 9th AIPA Caucus Meeting, di Hotel Fairmont Jakarta,
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